BAB 3
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pusat penyelenggaraan pemerintatiaiabupaten Sukabumi terletak di
kawasan pesisir Palabuhanratu. Potensi sumber g@agssir dan kelautan
kabupaten Sukabumi terutama tersebar di 7 (tujuitgyah kecamatan yang
berbatasan langsung dengan Samudera Indonesiasgaianjang = 117 km yang
memanjang dari wilayah kecamatan Cisolok, Palalnaitan Ciemas, Ciracap,
Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Sejauh ini, pgasdan pesisir dan kelautan
di wilayah Kabupaten Sukabumi, selain dimanfaatkatuk pariwisata pantai,
juga pelabuhan nelayan sebagai sarana bagi pemmrgkiékan. Daerah
Palabuhanratu dan sekitarnya yang saat ini mergadat kunjungan wisata,
merupakan titik tumbuh dalam pengembangan daerahtavipantai di bagian
Selatan Sukabumi. (RPJMD Kabupaten Sukabumi, 2006)

3.1Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan Pemerintah K abupaten Sukabumi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa utama
pembangunan Kabupaten Sukabumi adadénya gejala akhlak mulia yang
menurun dan sendi moral agama yang melemah di kalangan masyarakat dan
birokrasi sehingga menjadi ancaman bagi upaya pembangunan daerah dalam
rangka menciptakan kesgjahteraan masyarakat. Berangkat dari isu tersebut,
maka Visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 200® adalah:
“Terwujudnya Perubahan Kabupaten Sukabumi menujusyitakat yang
Berakhlak Mulia, Produktif, dan Sejahtera”. (RPJM{abupaten Sukabumi,
2006)

Sejalan dengan Visi di atas maka ada tiga Misi atayang akan
dijalankan vyaitu: Meningkatkan Kualitas SDM yang r&élak Mulia,
Memantapkan Kinerja Pemerintahan  Daerah, = Menumbub&agkan
Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Sektor Umgglan Perekonomian
Rakyat.(RPJMD Kabupaten Sukabumi, 2006)
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Sejalan Misi di atas maka Strategi Pembangunan dba&abupaten
Sukabumi adalah :

1. Untuk melaksanakan Misi-1 yaitu Meningkatkan Kiasl SDM yang
Berakhlak Mulia strategi yang ditempuh adalah: Mgkatkan kualitas
pendidikan, meningkatkan  kualitas  pendidikan  keagmam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidangdid&an dan
pendidikan keagamaan, serta meningkatkan kesegaint@enasyarakat.

2. Untuk melaksanakan Misi-2 yaitu Memantapkan Ked?emerintahan
Daerah strategi yang ditempuh adalah: Meningkatkaalitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah, Meningkatkan Perana Sklasyarakat
dalam Pembangunan Daerah.

3. Untuk  melaksanakan Misi-3  vyaitu Menumbuhkembangka
Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Sektor Uenggdan
Perekonomian Rakyat strategi yang ditempuh adMamciptakan Iklim
Investasi yang Kondusif pada Sektor PertanianaRd#véngan, Industri,
Perdagangan dan Pariwisata; Memperkuat KelembaBaezkonomian
Rakyat melalui penataan dan pengembangan kelomglokakok usaha
masyarakat dan kooperasi, Meningkatkan Kualitas darantitas
Infrastruktur dalam rangka Menunjang Akselerasi Pamgunan Daerah,
dan Mendorong pertumbuhan industri rumah tanggal #éan menengah
terutama yang mengolah hasil-hasil pertanian.

(RPJIMD Kabupaten Sukabumi, 2006)

Mengacu kepada strategi pembangunan daerah, makdjakies
pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 20@6-2@eliputi 11
kebijakan yaitu: penanggulangan kemiskinan berba#éyah, peningkatan akses
pendidikan yang berkualitas, peningkatan kualitashidupan beragama,
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelaysosial, peningkatan
kualitas kinerja pemerintahan daerah, peningkagaarpserta masyarakat dalam
pembangunan, penciptaan iklim investasi yang kahdesgi pengembangan

sektor unggulan daerah, penataan dan pengembaert@angok-kelompok usaha
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masyarakat dan kooperasi, pengembangan sentra-sgntindustri, peningkatan
infrastruktur, dan pemekaran wilayah. (RPJMD Kalep&ukabumi, 2006)

3.2 Pola Organisasi Pemerintah Daerah
Pola Organisasi Pemerintah Daerah adalah pola mangsusunan,
hirarki, dan tata hubungan kerja organisasi Per@rirDaerah Kabupaten
Sukabumi sebagai lembaga eksekutif daerah yanyitéad Bupati selaku kepala
daerah dan jajarannya yaitu :
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintahupéaén
Sukabumi yang terdiri atas 1 orang Sekretaris Dagaag dibantu oleh 4
orang Asisten Sekretaris Daerah (Assda). Assdeelistsmenangani
bidang-bidang umum seperti: Pemerintahan (AssdaEKonomi dan
Pembangunan (Assda Il), Kesejahteraan Rakyat (Asdfa dan
Administrasi (Assda |V).
2. Dinas Daerah
Dinas Daerah adalah pelaksana fungsi desentraldiasiaerah.
Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Sukabumi itieddiri 16 Dinas
yaitu meliputi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,sdfatan, Bina
Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air, Permukiman 8amgunan,
Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutan&epBean, Kelautan
dan Perikanan, Pendapatan Daerah, Kepariwisatatantbangan dan
Energi, Pertanahan, Ketenagakerjaan dan Transmi§=sndustrian dan
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil MenengahuBengan, serta
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pdntudang
tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang diahgkah Bupati dari
PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Da8etiap Kepala
Lembaga Teknis Daerah berada di bawah dan bertagggwab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah (Setda).

35 Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Ichwan Santosa, FISIP Ul, 2008



4. BUMD
BUMD adalah Perusahaan Daerah yang melaksanakas tiemngan
prinsip profesionalisme daprofit oriented Perusahaan ini dibangun untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus ngieatkan
kemampuan keuangan daerah dalam rangka mensuksedkaomi
daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
RSUD dibangun untuk memberikan pelayanan di bideesghatan
yang terjangkau oleh masyarakat.
6. Kecamatan
Kecamatan merupakan wilayah administrasi yang ledthdawah
Kabupaten.
7. Desa dan Kelurahan
Desa dan Kelurahan adalah wilayah administrasi diva
Kecamatan.
(RPJIJMD Kabupaten Sukabumi, 2006)

3.3 Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukalpada tahun
2004 sebanyak 13.443 orang, atau baru mencapaip&g3en dari Jumlah
penduduk. Terdapat pegawai dengan status TKK saka&h264 orang atau 19,25
persen dari jumlah pegawai. Pada tahun 2007, tepgwingkatan jumlah PNS
yaitu menjadi 14.380 orang dan pengurangan jumkal finenjadi 1.372 orang.
(RPIJMD Kabupaten Sukabumi, 2006 dan Data KepegawBiD Kabupaten
Sukabumi, 2007)

Untuk tingkat pendidikan, mayoritas PNS di linggan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi berlatar belakang pendidikanlobig (6.045 orang),
Sarjana (3.822 orang), dan SLTA (3.670 orang). $¢am@& minoritas PNS
mempunyai latar belakang pendidikan S3 (2 oranB),(39 orang), dan SLTP
(648) (“Data PNS 2007”, BKD Kabupaten Sukabumi, 20&onsentrasi jumlah
PNS pada latar belakang pendidikan Diploma danaBarmenunjukkan bahwa

dari segi tingkat pendidikan, kualitas sumber dgyaratur Pemerintah Kabupaten
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Sukabumi terbilang baik. Dengan kondisi ini, seyamga kinerja pemerintah
daerah itu sendiri akan berjalan dengan baik p(B&D, 2007)

3.4 Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatBOASukabumi
menunjukkan defisit sebesar Rp.58.154.270.000,0@KkA ini diperoleh dengan
memperhatikan pendapatan daerah sebesar Rp.1.1428M00,00 yang lebih
kecil dibandingkan dengan pengeluaran daerah  yangencapai
Rp.1.203.955.469.000,00. (DPKAD Pemda KabupatemBuki, 2008)

Sumbangan terbesar bagi pendapatan daerah berasal Déna
Perimbangan yaitu sebesar Rp.982.200.801.000,0@ner8ara sumbangan
terkecil bagi APBD berasal dari Pendapatan Asli Bae(PAD) yang hanya
berjumlah Rp.63.480.485.000,00 (DPKAD Pemda Kalmmp&ukabumi, 2008).
Kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan keuarigemah dari pemerintah
kabupaten Sukabumi.
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BAB 4
ANALISISDAMPAK TUNTUTAN PEMEKARAN TERHADAP
KAPASITASINSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

4.1 Tuntutan Pemekaran di Mata Pemda

Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang dianggapah dalam
memproses kebijakan pemekaran wilayah. Pernyat@eblbut bahkan muncul
dari dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (@ras@ra dengan bapak Yulipri
selaku Kasubbid Perencanaan BAPPEDA Pemda Kabugatezmbumi, 19 Mei
2008). Hal yang tentu saja menimbulkan dugaan adanya “sesuatu” yang
menghambat langkah Kabupaten Sukabumi dalam upagaukseskan kebijakan
pemekaran wilayah, bahkan di dalam tubuh pemeridégah itu sendiri.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Sukabumi yang nyaememukan
bentuknya (menjadi tiga daerah otonom baru) —sebetlikeluarkannya PP
78/2007— ternyata mendapat perhatian dan tanggbpeagam dari berbagai
kalangan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. 8®a penelitian, peneliti
menemukan beragam persepsi personal maupun irmtiliglari para birokrat
yang berperan sebagai responden dalam penelitian in

Secara general, tuntutan pemekaran mendapat eegpatr yang berbeda
dari para responden pemdertama responden yang melalui perspektif SKPD-
nya menyatakan pesimis dengan kemampuan pemda melakukan pemekaran
wilayah, sehingga menyatakan perlunya pertimbarganbali atas keberadaan
kebijakan ini. Hal ini dikemukakan oleh respondearidDPKAD (Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan angasne/ang tentu saja
terkait dengan kemampuan institusinya, yaitu lergahkemampuan keuangan
daerah. Menurut responden yang bersangkutan, komdisakan diperburuk
apabila kabupaten Sukabumi dimekarkan menjadwitgeyah.

Saya riskan dengan ada telaahan dari UNPAD, kehipRAD
ngeliat dari segi apa? Mungkin kalo dilihat dargisgeografis
sangat memungkinkan sekali karena kita ada 47 kaieam
sedangkan dalam undang-undang 33, undang-undanggdRan
cukup 5 kecamatan bisa untuk memekarkan. Kita Kankalo
dibagi lima jadi berapa kecamatan? Bisa jadi bekaapaten? Ini
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persoalan kalo dilihat dari PAD yah...jangankaradiltiga, dibagi
dua pun saya tanda tanya apakah bisa atau tida&k®afvcara
dengan Pejabat xx DPKAD Pemda Kabupaten Sukabinivi&
2008). Dari sisi kemampuan keuangan daerah, kittunbe
memungkinkan. Tarolah taun ini kita punya PAD enagl.lima
puluh tiga ya, lima puluh tiga miliaran..masih dilzn enam puluh
miliar. Sekarang kalo mekar, mau dibagi berapa RAD Jadi tiga
daerah pemekaran, dua puluh miliar dua puluh mdiaa puluh
miliar, ya? mau bangun apa sih dengan dua puldiarthiApa
yang mau kita bangun dengan dua puluh miliar? grkalgaji
pegawai itu semua dari pusat. (wawancara dengaab&ejx
DPKAD, 06 Mei 2008)

Kedua, responden yang menunjukkan pesimisme namun meayata
perlunya menindaklanjuti tuntutan pemekaran melawumentasi legalitas
(sudah menjadi kebijakan). Hal tersebut terungkaptemhgah pernyataan
responden akan lemahnya kemampuan pemda. Meskipnyatakan mendukung
kebijakan pemekaran wilayah, namun secara tert@ratapat keraguan dalam
pernyataan responden akan kemampuan pemda (indakl bertahan dengan
melepaskan dua wilayah strategisnya menjadi dagcatom baru.

Kalau DAU kita Dana Alokasi Umum 100 milyar di Kgiaten

Sukabumi, tidak berarti ee..ketika mekar daeralfaii 100 milyar

bisa jadi setengah-setengah jadi lima puluh-limdulpukan?

Dengan lima puluh-lima puluh itu otomatis kita remembiayai

DPRD baru, barang kantor baru gaji bupati baru.kian..? jadi

justru dengan yang tadinya 100 milyar, emmm... lxésa 70

milyar untuk pelayanan masyarakat dengan dimekaikarmanya

ke pelayanan masyarakat paling 50 milyaran, karepeeka 45
dibagi lagi..Sebetulnya bukan tidak setuju, kargmanenyangkut
RPJMD yang suda ditetapkan oleh pemerintah daeitahtétap

harus memproses itu apapun juga resikonya, cuntamdgeali kita

lebih berhati-hati saja, kita tidak mau kesusu,buar-buru

melakukan tindakan-tindakan yang..... apa namaigag sifatnya
ingin mempercepat proses pemekaran tetapi tidakalonel
mekanisme yang ada..kita tetap memproses karenasutlah

menjadi RPJMD, tetapi dengan mekanisme yang sudktird

(wawancara dengan bapak Yulipri selaku Kasubbiceieamaan
BAPPEDA, 22 Mei 2008)

Ketiga, responden yang secara personal tidak menyetujunyada
kebijakan pemekaran wilayah (responden BKD) di ydta hukum Kabupaten

Sukabumi. Ketidaksetujuan ini tidak lain dikarenaladanya suatu persepsi dari
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responden yang menganggap pemekaran wilayah bekmpadi kebutuhan bagi
Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, respondenetandg memandang bahwa
kebijakan pemekaran wilayah sebaiknya tidak patakdkan.

..secara pribadi saya tidak setuju, kenapa alas&Kprena kalo
alasan pendekatan pelayanan masyarakat terhadapripisin,
pelayanan yang mana yang mau didekatkan? Pelaysjak aja

satu tahun sekali, pelayanan KTP aja tiga tahualiseé&ngan kartu

KK, pelayanan apa lagi yang mau didekatkan? Kaya.sdetapi
secara kedinasan saya setuju! Karena kenapa? Karena
itu..em..apa..kemauan politik dari pemerintah daengah..saya
harus dukung karena saya kerja disana, tapi seuéradi tidak
setuju. (wawancara dengan Pejabat x BKD Pemda Kdbop
Sukabumi, 13 Mei 2008)

Keempat, responden yang menyetujui secara bulat adanya akelij
pemekaran wilayah. Hal ini didasari oleh argumentasrbandingan luas
geografis kabupaten Sukabumi dengan keberadaanorkapémda yang
menyebabkan jarak tempuh yang terlampau jauh déglahkan, khususnya bagi
para pegawai yang berada di kawasan Sukabumi kata Wtara. Menurut
responden hal ini kemudian berimplikasi terhadapumennya produktivitas dan
kreativitas pegawai, sehingga kinerja Pemda metigak optimal.

...makanya tidak terlalu tampak padahal masa period
kepemimpinan Sukma Wijaya ini saya nyatakan terpamagawai
minimal ada tingkat disiplinnya relatif cukup tingdarena apa?
Kalau bicara masalah ideal disiplin di Kotamadyag#n disini
jauh, oke Kota deket pada rumahnya, disini .aja.mungkin
menurun, ya, kesejahteraanya menurun karena apa@paBe
ongkos? Syukur klo yang punya mobil, kita ini?..ajvancara
dengan bapak Nandang selaku Inspektur Pembantundida
Aparatur Inspektorat Pemda Kabupaten Sukabumi, €720108)

Adanya segmentasi persepsi di kalangan internaldpemenunjukkan
bahwa kebijakan pemekaran wilayah itu sendiri betnemdapat dukungan penuh
dari kalangan birokrat. Selain itu, adanya satuysisg menunjukkan sedemikian
mendesaknya kebutuhan pemekaran dan di sisi ldidaksiapan pemda pada
sektor-sektor krusial dalam menghadapi pemekardeyah membuat kebijakan
ini menjadi hal yang dilematis. Dalam hal ini, plnesangat menyayangkan
bahwa para responden yang menyatakan satu sisin{eigka) yang menjadi

kelemahan pemda tidak mempunyai konsep (ramuanykumbemperkuat
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kapasitas institusinya, karena bagaimanapun kagasistitusi merupakan titik
vital bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintapada level manapun ia
berada.

Selain itu, secara tidak terduga hasil temuan feme¢nyatakan bahwa
para pendukung kebijakan pemekaran merupakan wangabumi Utara dan
sekitarnya, sementara para “penolak” kebijakan pena@ berasal dari daerah
Palabuanratu itu sendiri (kaum pribumi). Dengan i#t&an, ada indikasi bahwa
penerimaan maupun “penolakan” terhadap wacana pearekvilayah ini tidak
terlepas dari adanya motif subyektif yang mempséeii masyarakat Utara dan
Selatan Kabupaten Sukabumi dalam memandang kebijpd&mekaran wilayah.
“..kadang kala di kondisi disini saja tidak mau dkarkan atau juga mungkin ada
hal-hal yang bersifat, maaf tulis aja nanti, hdlyeng bersifat politis, ya, yang
bersifat politis” (wawancara dengan bapak Nandaigks Inspektur Pembantu
Bidang Aparatur Inspektorat, 27 Mei 2008).

Situasi ini menunjukkan bahwa pemekaran memilikatan kepentingan
yang dalam derajat tertentu cenderung mengabaikperktingan objektif/riil dari
masyarakat Kabupaten Sukabumi itu sendiri. Olekraitu, sekalipun memiliki
urgensi dengan derajat yang cukup tinggi, kebijagamekaran wilayah harus
dirumuskan dan dilakukan dengan hati-hati. Hatentu saja menuntut penguatan
terhadap kapasitas institusi pemda itu sendiri dataenghadapi pemekaran
wilayah. Lalu, apakah tuntutan pemekaran memilismgak positif terhadap

kapasitas institusi pemda?

4.2 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Kapasitas I nternal Pemda

Performa pemerintah daerah dalam berhubungan deragastakeholders
sangat bergantung pada sejauh mana institusilati taempersiapkan diri secara
internal. Kemampuan pemda untuk menggali dan melfggsumber daya yang
didukung dengan proses pembelajaran tanpa heni @emjadikannya sebagai
institusi yang mampu membawa angin kesejahteraaraditonomi ini.

Adanya tuntutan pemekaran sesungguhnya merupakaatsésyarat akan
“ketidakmampuan” pemda dalam mengakomodasi kepgamisatuan masyarakat

tertentu dan telah mencapai skala yang luas. Datamteks ini, tuntutan
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pemekaran seyogyanya menjadi sebuah “cambuk” bagnepntah untuk
melakukan pembenahan secara internal.

4.2.1 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Vis Pemda

Meski mengalami perubahan secara kemasan, sedast@isuf visi pemda
yang mencakup tiga aspek yaitu terciptanya akhlakiam produktivitas, dan
kehidupan yang sejahtera di kalangan masyarakahlfbuki tidak mengalami
koreksi berarti dari visi sebelumnya. Namun, haltigdak berarti bahwa aspek-
aspek turunan seperti kebijakan dan program pengiatetap tanpa mengalami
koreksi maupun penambahan. Meskipun tidak berad#aldim prioritas utama,
tuntutan pemekaran telah menempatkan kebijakan k@are wilayah di posisi
akhir dalam urutan kebijakan (sebagai kebijakarupgmg khusus) yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaeRIIR Pemda
Kabupaten Sukabumi (lihat bab 3 dalam sub bab &iedoij dan program pemda).

Munculnya kebijakan pemekaran -diikuti dengan paogiprogram
penunjangnya- sebagai respon terhadap tuntutan amdksy sebenarnya
merupakan hal positif yang patut diapresiasi. Nardamikian, dari kacamata
tuntutan masyarakat itu sendiri pemekaran sesumygubukan merupakan tujuan
akhir. Pada hakekatnya, yang ingin diraih dengameb@ran kabupaten
Sukabumi ini adalah pemerataan pembangunan danngk@tan kualitas
pelayanan publik yang bermuara di peningkatan &bsejaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, kondisi pasca pemekaran sebaikerdesign dengan
baik sebagai visi terkait kebijakan pemekaran valayDengan asumsi tersebut,
maka visi terkait dengan kebijakan pemekaran sshgeumuncul secara terpisah
sebagai arah atau pedoman kerja pasca pemekanai deel inilah yang sama
sekali belum tersentuh oleh pemerintah kabupatémat&umi, sehingga kebijakan
pemekaran terkesan sebagai sebuah tindakan spor@ecsra garis besar,
perbandingan Visi, Kebijakan dan Program, sertacRea Kerja sebelum (2005)
dan sesudah adanya tuntutan pemekaran (2008) déipat pada tabel berikut

ini:
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Tabel 4.1

Perbandingan Visi, Kebijakan dan Program, dan Remé&zrja
Pemda Kabupaten Sukabumi sebelum (2005) dan
sesudah munculnya tuntutan pemekaran (2008)

NO | VARIABEL

2005

2008

1 Visi

Menciptakan Kabupaten Sukabumi

yang Tangguh, Produktif, Damai, dan
Sejahtera lahir dan batin yang dilanda
oleh nilai-nilai keimanan dan ketagwa

Terwujudnya Perubahan Kabupaten
Sukabumi menuju Masyarakat yang

siBerakhlaq Mulia, Produktif dan Sejahter:
an

i

2 | Kebijakan

Program

Kebijakan penanggulangan kemisking
yang bertumpu pada peningkatan day|
beli masyarakaK ebijakan
pengembangan potensi sumberdaya
ekonomi daeratK ebijakan
Peningkatan kualitas pendidikan dan
kebudayan, serta kehidupan beragam
Kebijakan peningkatan kualitas
kesehatan dan pelayanan sosial,
Kebijakan Pemantapan kinerja
pemerintahK ebijakan Peningkatan
pembinaan kesadaran hukum,
Kebijakan Peningkatan infrastruktur,
K ebijakan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam terwujudnya
pembangunan berkelanjutan

nA.
aKebijakan Penanggulangan Kemiskin
Berbasis Wilayah, Kebijakan Peningkat
berkualita
Kebijakan Peningkatan kualitas kehidup|

Kebijakan Utama meliputi

akses pendidikan

yang

beragama, Kebijakan Peningkatan der

akesehatan masyarakat dan pelaya
Sosial, Kebijakan Penciptaan ikl
investasi yang kondusif bag;

pengembangan sektor unggulan dae
Kebijakan Penataan dan pengemban
kelompok-kelompok usaha masyaral
dan koperasi, serta

B. Kebijakan Penunjang meliputi :
Kebijakan Peningkatan Infrastruktur,
Kebijakan Peningkatan Kualitas Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Kebijakan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pembangunan. Sedangkan
Kebijakan Khusus yaiti{ ebijakan
Pemekaran Wilayah.

Program yang Terkait dengan
Kebijakan Pemekaran Wilayah:
a. Program Penataan Wilayah
Administrasi Kecamatan dan
Desa.
b. Program Percepatan Pemekar
Kabupaten

Kebijaka
Pengembangan sentra-sentra agroindus

an
ajat
han

ah,
gan
at
N
tri.

3 Rencana
Kerja

Menyesuaikan dengan program

Menyesuaikan dengan program

Sumber: “LKPTJ Bupati 2005", BAPPEDA Kabupaten Sukai, dan “RPJMD 2006-2010",
Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa fokus jekbn pemekaran

berada pada wilayah yaitu penataan wilayah admatiStdan percepatan

pemekaran. Hal ini berimplikasi pula terhadap mimgu rencana kerja yang

diarahkan untuk mendukung proses pemekaran wilagdrdasarkan hasil

wawancara dengan Kasubbid Perencanaan BAPPEDA K&bupSukabumi,
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kegiatan yang telah dan sedang berjalan dipridkdiaskepada penguatan calon
daerah otonom baru Jampang yang memiliki predikdiagai daerah paling
tertinggal di Sukabumi. Upaya penguatan ini diasethpada sektor pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Hal ini diwujudkan dengafakukan pembangunan
sarana fisik seperti gedung sekolah, rumah saksiap dan jalan.

Mungkin programnya yang tadi itu salah satu kelairagemekaran
wilayah ada program penataan wilayah seksi kecamdesa,
program percepatan kabupaten ini programn, seleagrgm ini
ada beberapa kegiatan yang diputuskan kepada calon-
kabupaten  pemekaran.......... penyediaan  fasilitakonani,
kesehatan, pendidikan, ada peningkatan-peningkalan, yang
kedua penetapan calon kabupaten. (wawancara debgpak
Yulipri selaku Kasubbid Perencanaan BAPPEDA, 22 RG#18)

Sayangnya, upaya ini dianggap belum dijalankan aenmaksimal,
bahkan tidak sesuai dengan konsensus awal yanghdj@mnda dengan DPRD
kabupaten Sukabumi. Pernyataan itu muncul dariaké&amisi | DPRD yang
begitu kuat menyerukan perlunya penguatan infristrudi daerah Jampang dan
sekitarnya untuk menghadapi kebijakan pemekaraayaii. Dengan kondisi
tersebut, responden menolak skenario pemekaran yamgecah kabupaten
Sukabumi menjadi tiga wilayah (lihat pembahasan dmpuan hubungan
eksternal pemda). “Kalo konsensus awal sih adasaya sebagai orang selatan
sampai sekarang tidak melihat, dulu misalnya adsepakatan misalnya untuk
Sagaranten Jampang Kulon diperbesar jalan tapieaiamapi ini tidak dilakukan.
(wawancara dengan bapak Abas Kobasyah selaku Kkamisi | DPRD
Kabupaten Sukabumi, 15 Mei 2008).

Silang pendapat antara Pemda dengan DPRD mengsildikaadanya
potensi konflik antar institusi pemerintahan daerklal ini dapat dimengerti
karena situasi ini dapat dijadikan sebagai arguaseplitik bagi pihak oposisi di
DPRD untuk kembali menentang kebijakan pemekarahugaten Sukabumi
menjadi tiga kabupaten. Kondisi tersebut sangatalédsan mengingat
terhambatnya upaya pensuksesan pemekaran wilayzdt &hirnya PP 78/2007
menggantikan PP 129/2000. Implikasinya, wacanagbatan pemekaran menjadi

dua atau tiga kabupaten dapat dimunculkan kembali.
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Di sisi lain, ekspresi kekecewaan yang diungkapkéeh responden
DPRD menyiratkan persepsi responden terhadap lemaahkemampuan
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakanpdegramnya. Akan tetapi,
melihat lemahnya respon pemda terhadap tuntutarel@en dari aspek visi
menunjukkan bahwa belum maksimalnya eksekusi pnogyang berkorelasi
dengan kebijakan pemekaran wilayah bukan disebaldmahnya kemampuan
implementasi di tubuh pemda. Hal ini lebih diselmbloleh urutan prioritas
kebijakan dan program yang disusun oleh pemda dRBdMD. Dalam konteks
ini, peneliti melihat bahwa tuntutan pemekaran layrespon secara politis
tanpa diikuti oleh upaya administratif yang serisri kepala daerah untuk
mensukseskan aspirasi klasik masyarakat ini. Makkaklah heran apabila
kemudian implementasi program penguatan kapasig@sad tertinggal calon
pemekaran menjadi tidak optimal (terkesan setesgédngah). Lalu, sejauh mana
penciptaan akhlak mulia, masyarakat produktif, &asejahteraan masayarakat
telah dicapai oleh pemda kabupaten Sukabumi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis LSM kizalisi LSM pro
perubahan, dari sisout-come tidak ada perbaikan yang berarti di level
masyarakat. Hal ini terutama muncul dari aspek jabseraan masyarakat dan
produktivitas masyarakat. Keberadaan masyarakajasetingkat pendapatan dan
kesehatan yang relatif rendah —sehingga berkosiriteuhadap rendahnya IPM
kabupaten Sukabumi- (lihat sub bab kemampuan suddyer manusia pemda)
menunjukkan rendahnya derajat ketercapaian visg ydiraih oleh pemerintah
kabupaten Sukabumi.

..Kita bicara rill-rill, bicara bukti! Silahkan amdmasuk ke apa
namanya? Gedung dewan dan menanyakan PAD kabupaten
Sukabumi ini terbesar dimana? Kalo dulu kan Cicumigyah 3
(ex wilayah 3) sekarang malah rumah sakit ini keenamdakan
bahwa kita ga ada yang sehat di Sukabumi iya ga?d#a...ini
menandakan kalo rumah sakit penuh berarti kita ejzats kan
gitu... guru-guru di Sukabumi ini rendah UMRnyaumellagi yang
lain-lain, belum lagi kita bicara masalat sourcing kalo anda
melangkah sedikit ke daerah pedalaman sana daarakah Salak
mungkin ada perkebunan, silahkan anda tanya kesaasuk ke
wilayah sana sangat di bawah garis kemiskinan, kgdois
kemiskinan masih bagus, hehehe...ini dibawah! (waa dengan
bapak Sony Armet dari koalisi LSM pro perubahanMe&2 2008)
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Hal ini mendapatkan justifikasi dari dalam tubulmgla itu sendiri. Secara
eksplisit, responden BAPPEDA menyatakan sulitnyaathevisi kesejahteraan
masyarakat. Dengan rendahnya tingkat kesejahtepmartapaian akhlak mulia
dan produktivitas di kalangan masyarakat tentu akamakin sulit diraih.
Artinya, secara keseluruhan visi kabupaten Sukabakan sangat sulit untuk
diraih. “..untuk sejahtera masih sulit..” (hasilwancara dengan bapak Yulipri
selaku Kasubbid Perencanaan BAPPEDA, 22 Mei 20R8ndisi ini kembali
menyiratkan lemahnya kemampuan pemda untuk mencépaiyang telah
digariskan. Kekurangan sumber daya baik di bidagwgakgan maupun aparatur
pemerintah menjadi salah satu penyebab kelemalmadgpkabupaten Sukabumi
(lihat pembahasan kemampuan SDM dan keuangan pefeljn itu, kontrak
politik yang dijalin dengan partai politik menyeli@an sempitnya ruang gerak
pemerintah untuk berkreasi dan berinovasi dalamumeskan kebijakan yang
mampu menyentuh permasalahan riil di lapangant(peanbahasan kemampuan
pengawasan pemda pada sub bab kemampuan manajemeéa)p

..Jadi mereka baku, masuk dalam suatu kursi, ka&m dgialu
mereka akan bekerja seperti itu aja, baku kan? daakeeatifitas,
harus gimana nih? Kan supaya, agar ada perkembayeyam
bagus, barangkali mungkin mereka misalnya ada yerigpakan
atau kekurangan barangkali dari luar kan gitu. Keban,
kebocoran dimana-mana, sudah parah!” (wawancargagenapak
Sony Armet dari koalisi LSM pro perubahan, 12 M@e08)

Dengan demikian, dalam konteks ada atau tidaknytutan pemekaran,
visi, kebijakan dan program, hingga rencana kesjagydikeluarkan oleh pemda
hanya menjadi formalitas belaka (mengikuti rutimitpekerjaan) dan tidak
menyentuh permasalahan riil di lapangan. Implikgesirpredikat sebagai salah
satu daerah termiskin di Jawa Barat masih harusndeng oleh kabupaten
terluas se-Jawa Bali ini.

Secara garis besar, dampak tuntutan pemekaramgrivési pemda dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.2

Garis Besar Perbandingan Visi Pemda Kabupaten Sukab
sebelum (2005) dan sesudah munculnya tuntutan Eearek2008)

No | Variabel Visi | Kondisi sebhelum Kondisi sesudah Dasar Sumber data
munculnya munculnya perubahan
tuntutan tuntutan
pemekar an (2005) pemekar an (2008)

1 Visi Terdiri dari lima Terdiri dari tiga Pergantian LKPTJ Bupati

poin: Sukabumi
Tangguh, Produktif,
Damai, Sejahtera,
landasan nilai iman
dan tagwa

poin: Masyarakat
Berakhlak Mulia,
Produktif, dan
Sejahtera

Kepala Daerah

2005 dan RPIMD
2006-2010

2 Kebijakan
dan Program

Bersifat umum (tidak

terkait dengan
pemekaran wilayah)

Umum dan khusus
(munculnya
kebijakan
pemekaran wilayah)

Respon
terhadap
tuntutan
pemekaran

LKPTJ Bupati
2005, RPIJMD
2006-2010, dan
hasil wawancara
dengan
BAPPEDA

3 Rencana

Umum

Umum dan khusus

Menyesuaikan

LKPTJ Bupati

Kerja dengan 2005, RPIJMD
kebijakan dan | 2006-2010, dan
program hasil Wawancara

dengan
BAPPEDA
4 Derajat Relatif rendah Relatif rendah - Hasil Wawancara
Ketercapaian dengan
visi BAPPEDA

Sumber: LKPTJ Bupati 2005, RPIJMD 2006-2010, telalatl kembali oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, secara agregat tuntpgamekaran tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap visi kabupat8ukabumi. Masuknya
kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satujakebi penunjang tidak
mendapatkan porsi yang sepadan di tataran prograopum implementasinya.
Hal ini didukung dengan derajat ketercapaian vasig relatif tidak mengalami
perubahan atau relatif tetap. Dengan demikpenhitical will dari kepala daerah

untuk mensejahterakan masyarakatnya menjadi dipexkan.

4.2.2 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Kemampuan Manajemen
Pemda
Perencanaan yang dilakukan oleh pemda kabupateab&uk didasarkan
pada empat pendekatan, yaitu politis, adminisfratftom-up, dan top-down

Pendekatan politis mengacu kepada keterlibatan DRRI[@RM perencanaan.
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Selain menjalankan fungstheck and balancali level lokal, DPRD juga
membawa aspirasi dari konsituen yang bersangkutdmtuk pendekatan
administratif yaitu pendekatan yang mengacu kep@daan perencanaan dan
fungsi BAPPEDA sebagai organisasi perencanaan llaBementara perpaduan
pendekatan bottom-up top-dowmerupakan kombinasi partisipagiassrootdan
otoritas pemerintah di level kabupaten selaku pesikebijakan.

..Secara umum kita ada empat pendekatan yaitugpdtibttom up,
top down, administratif.. Langkah awal kita melank
musyawarah rencana pembangunan daerah, menjapimgsagi
masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, kabupataig
pendekatan politisi sama DPRD pendekatan yang ukkak oleh
kepala daerah sebagai pendekatan kebijakan visidi@swaktu
kampanye. (wawancara dengan bapak Yulipri selaksublaid
Perencanaan BAPPEDA, 22 Mei 2008)

Secara teoritis prosedural, pendekatan perencaysam dijalankan oleh
pemda kabupaten Sukabumi terlihat begitu ideal.nAledapi, melihat dari aspek
derajat ketercapaian visi yang relatif rendah yalmkibatkan kebijakan dan
program yang belum menyentuh permasalahan ridgimgan menunjukkan hasil
perencanaan yang relatif belum optimal. Hal iniutighg oleh kenyataan bahwa
tahapan perencanaan jangka menengah daerah disweswtahului perencanaan
jangka panjangnya. Selain itu, hasil wawancara aengasubbid Perencanaan
BAPPEDA menunjukkan bahwa program yang dijalankdeh gpemda tidak
memiliki indikator ketercapaian yang jelas. Dengaata lain, dari sisi
perencanaan, kemampuan institusi pemda masihf lelaih.

..Di aturan undang-undang no 25 setiap daerah haermbuat
perencanaan jangka panjang PJP nasional, PJP 425 28hun,
perPJP itu memuat tahapan-tahapan dalam lima tahemang
selayaknya sebelum tahun 2000 kita hrus PJP dita, nkasih
dalam rancangan PJP sekarang jadi itu terkenda@wancara
dengan Bapak Yulipri selaku Kasubbid PerencanaaPMZDA,
22 Mei 2008)

Lemahnya kapasitas perencanaan pemda kabupatebuBulaukan tanpa
alasan, dominasi DPRD di dalam proses perencanapat dnenjadi salah satu
faktor yang menyebabkan lemahnya kemampuan peraacgremda kabupaten

Sukabumi. Hal ini setidaknya menunjukkan tiga kegkiman, pertama
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lemahnya konsep perencanaan yang diusung pemedntatum bersama DPRD
dan pemerintah sehingga berimplikasi terhadap rengaakseptibilitas dewan.
Kedug lemahnya argumentasi pemda dalam mempertahankansefx
perencanaanny&etiga hal tersebut secara tidak langsung menyiratkaathaya
kepemimpinan kepala daerah di forum bersama petakridewan. Padahal,
sebagai eksekutif seyogyangaweruntuk menentukan arah kebijakan berada di
tubuh pemerintah daerah.

..kita sudah ada kesepakatan dengan DPRD melahpaa itu kita
ada kesepakatan bupati dan pimpinan dewan menagdaiaNah
apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak $wiyaubisa
teraplikasikan atau tercantum di dalam akhir APB@ungkin bisa
50% 50%.. (wawancara dengan Bapak Yulipri selaksukbid
Perencanaan BAPPEDA, 22 Mei 2008)

Dari aspek kepemimpinan, minimnya respon bupatikumenindaklanjuti
kebijakan pemekaran secara cepat dan tepat merkarbtdnda tanya atas motif
politis yang terkait dengan masa jabatan kepalaatiagang singkat. Lambatnya
implementasi program-program dan minimnya alokagigaran untuk kebutuhan
pemekaran wilayah menjadi sebuah jawaban atasiteya kebijakan pemekaran
hingga tahun 2010 (lihat pembahasan pada sub bsibdan kemampuan
keuangan pemda). Apalagi, secara politis posisatiujgak lebih kuat daripada
Dewan. Implikasinya, pegawai pemda akan kehilangasok yang dapat
dijadikan sebagai suri tauladan.

Di sisi lain, hasil wawancara informal dengan bapdék Antariksa dari
Bagian Tata Pemerintahan Setda menunjukkan mininkgraunikasi antara
pimpinan (Bupati) dengan bawahan (para pegawai pgnixthlam situasi seperti
ini fungsi kepemimpinan seperti kemampuan mematiasvahan akan sangat
melemah Maka, akan sangat sulit menumbuhkan kéideipdan tanggung jawab
di kalangan Pegawai Pemda. Bahkan, salah seoraalgapénspektorat (sebagai
sub-ordinatnya) memandang Kepala Daerah memilikifrpolitis yang berkaitan
dengan kepentingan pragmatis, sehingga cenderunggabaikan aspirasi
bawahan. “..Bupatinya nih, gitu ya.....saya nild&inaja dikit, kan anda bukan

wartawan, sebagai olahan nanti. Dalam satu masdajalidak mau di ganggu
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kan, ya..” (wawancara dengan bapak Nandang setedpektur Pembantu Bidang
Aparatur Inspektorat, 27 Mei 2008).

Sementara itu, dari aspek pengawasan, pemda mennkpektorat
sebagai institusi pengawas internal. Sayangnyagsfurpengawasan yang
dijalankan oleh Inspektorat (dulu BAWASDA) merupakéipe pengawasan
internal yang bersifat represif. Artinya, setiapngawasan yang dilakukan
merupakan pengawasan terhadap hasil kerja yangaseuhstantif merupakan
proses evaluasi terhadap kinerja pemda secara toeuye

..maksudnya, disini kalau memang bertanya masatalggwasan
ee... kita kepada tupoksi nya belum ke arah san@n&a
kebanyakan pengawasan disini setelah hasil kegaJadi hasil
kerja sebelum aspek pelaksanaan belum, ya, belutangiah
kearah sana.. (wawancara dengan bapak Nandang $esgektur
Pembantu Bidang Aparatur Inspektorat, 27 Mei 2008)

Sebagai sebuah badan pengawas internal, inspektenagakui adanya
keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadapapgang notabene
merupakan institusi dimana Inspektorat itu senoiiada. Hal ini dikarenakan
lemahnya otoritas yang dimiliki Inspektorat dalam elakukan fungsi
pengawasannya. Menurut Bapak Nandang selaku Ingp&ldémbantu bidang
Aparatur, Inspektorat hanya bertugas untuk “mentiotkkenerja pemda secara
sektoral untuk kemudian dilaporkan kepada kepalerada (Bupati). Dengan
demikian, wewenang untuk menindaklanjuti hasil @Eewmgsan Inspektorat
sepenuhnya ada di tangan kepala daerah.

Dengan mekanisme pengawasan seperti ini, efeddikinerja inspektorat
sangat bergantung kepada keinginan politik daralepaerah untuk melakukan
koreksi internal. Dengan kata lain, minimnya has#luasi program berasal dari
dua kemungkinan, yaitu ketidakmampuan atau ketidaien kepala daerah untuk
melakukan koreksi atas kekeliruan-kekeliruan maupooptimalisasi dalam
perencanaan hingga pelaksanaan program (kalaupun redhya bersifat
formalistik). Hal ini kemudian berimplikasi terhggainimnya perbaikan kinerja
dari aparatur pemerintah daerah.

..efisien di kitanya, hasil pemeriksaan kita sajikeesana, ada,
urusan di bayar juga ada langkah yang MPTGR (Msajeli
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi) Kita tidak, bukae...
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Lembaga penghukum, kita itu pemotret, makanya dee-aja
pandangan dari luar...Kita maen nya di rekomenaldsirnya, ya...
(wawancara dengan Bapak Nandang selaku Inspekimbdidu
Bidang Aparatur Inspektorat, 27 Mei 2008)

Kelemahan ini secara gamblang diungkap pula olehkpLSM. Dengan
mekanisme pengawasan internal seperti itu, samgjauatuk melakukan koreksi
yang bersifat mendasar. Padahal, secara tersitatisak SM (bapak Iwan
Darmawan) ingin menyatakan bahwa penyimpangan llihtubirokrasi lokal
sudah mencapai titik yang sangat kronis. Akan tetbprbicara mekanisme
pengawasan tidak bisa diatasi dengan logika berfilkear. Dengan kata lain,
banyak dimensi yang harus diperhitungkan dalam neamolk sebuah pengawasan
yang efisien dan efektif ditengah kompleksitas fgoiatika pengawasan di tubuh
pemda. Dalam era otonomi, peran seorang kepalaldaeemiliki porsi yang
sangat signifikan untuk membentuk efisiensi daktefitas pengawasan institusi
pemda.

Dalam sistem otonom bawasda itu hanya melapor atbdan
tidak terbuka oleh umum dan tindakannya hanya adtratf, iya
dong! Internal, gimana sih birokrat mau menjebloska
birokrat.....ganti aja dengan KPK daerah biar KP&Kb$M semua,
kalo ga di gulung abis semua...iya dong! Kejaksd#nubarkan
bentuk KPK daerah anggotanya LSM, kalo ga ke gussEmua!
(wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan selaku koainati
Koalisi LSM Pro-Perubahan, 17 Mei 2008)

Situasi di atas menunjukkan bahwa kemampuan pesgaw pemda
dibentuk melalui empat fungsi pengawasan yaitisponsibility atau tanggung
jawab individu aparatur daerah, pengawasan melek@j berasal dari tanggung
jawab struktural (hirarki organisasi), pengawasapresif menyeluruh yang
dilakukan oleh inspektorat, dan pengawasan bupétks kepala daerah dengan
otoritas tertinggi. Secara normatif, apabila keetmipagsi ini berjalan secara
sinergis maka prosespacity buildingakan berjalan dengan sendirinya. Namun
demikian, hasil wawancara maupun pengamatan laggsiinlapangan yang
dilakukan oleh peneliti selama berada di pemda patenm Sukabumi

menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari aspegaweasan tersebut yang
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berjalan optimal. Oleh karena itu, minimngat-comedari kinerja pemerintah
daerah menemukan jawabannya.

Dari sisi kemampuan melakukan evaluasi, rendakleyajat ketercapaian
visi, kebijakan dan program vyang bersifat formidjstserta minimnya
responsivitas bupati dalam menindaklanjuti hasihgaevasan internal yang
dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan lemahnya &mapuan evaluasi dari
pemerintah kabupaten Sukabumi. Namun demikiannee@n yang tampak dari
sisi out-comeini kembali menyiratkan lemahnyaolitical will dari kepala daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melehijagkan yang strategis dan
inovatif serta memperhatikan kebutuhan warganya.

Secara garis besar, kemampuan manajemen pemdaddinad pada tabel
berikut ini:
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Tabel 4.3
Garis Besar Perbandingan Kemampuan Manajemen P€aimgaten Sukabumi
sebelum (2005) dan sesudah munculnya tuntutan Eearek2008)

No | Variabel Kondisi sebelum | Kondisi sesudah Dasar Sumber data
Kemampuan munculnya munculnya tuntutan | perubahan
M anajemen tuntutan pemekaran
pemekaran
1 Kemampuan Lemah Lemah Hasil wawancarg
perencanaan dengan
BAPPEDA,
a. Pendekatan a. Empat a. Empat - LSM, dan
yang digunakan pendekatan pendekatan DPRD
b. Langkah
perencanaan b. Tidak ada b. Perencanaan Prosedur
perencanaan jangka Normatif
jangka menengah
panjang mendahului
perencanaan
jangka panjang
c. Pengenalan c. Lemah c. Lemah
masalah
d. Posisi d. DPRD d. DPRD dominan
pemerintah atag dominan
DPRD dalam
perencanaan
2 Kepemimpinan Hasil
pengamatan
a. Posisi bupati a. Lemah a. Lemah - peneliti selama
atas DPRD di lapangan,
hasil wawancaral
b.  Responsivitas | b. Rendah b. Rendah - dengan
BAPPEDA dan
c. Kemampuan c. Rendah c. Rendah - Inspektorat
memotivasi
bawahan
3 Kemampuan Lemah Lemah = Hasil wawancara
pengawasan dengan
Inspektorat
4 Kemampuan Lemah Lemah - Hasil wawancara
pengevaluasian dengan
BAPPEDA dan
Inspektorat

Sumber: data primer yang diolah oleh peneliti

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemampuan marsjerdari

pemerintah daerah kabupaten Sukabumi tidak terpeingaleh munculnya
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tuntutan pemekaran. Secara umum, lemahnya fungsinkienpinan dari kepala
derah merupakan akar permasalahan yang mempendantisi manajemen

secara keseluruhan.

4.2.3 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Manajemen di Kecamatan
(addition)

Dalam menjalankan roda pemerintahan di level kataip kota, peran
kecamatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Asons@makin menguat untuk
kabupaten seluas Sukabumi yang memiliki 47 kecamaldinimnya peran
pemerintah kecamatan akan sangat mengerdilkan ifpegserintah kabupaten
yang secara nyata memiliki masalah dengan rentandati atas pembangunan
dan pelayanan publik.

Secara umum, ada tiga elemen kunci yang menentefiekitivitas fungsi
pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangapesaerintah kabupaten,
yaitu: urusan (kewenangan) yang dimiliki kecamat&andisi sumber daya
manusia (aparatur) di kecamatan, dan kondisi kearardj kecamatan. Tanpa
adanya kapasitas yang cukup berkaitan dengan eléemsebut maka fungsi
pemerintah di level kecamatan tidak akan berjakmgen baik. Artinya, apabila
pemekaran tidak berdampak terhadap perbaikan nmenjali level kecamatan
yang terkait dengan tiga elemen tersebut di atdarpandekatan rentang kendali
(apalagi kesejahteraan masyarakat lokal) hanya&fjadi angan-angan belaka.

Pertama, Urusan Selama ini, kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh
level kecamatan tidak pernah terumuskan secars. j[Skecara umum, kecamatan
hanyalah eksekutor program yang dirumuskan oleh epatah kabupaten
(sebagai perpanjangan tangan kabupaten) tanpa ikiek@lvenangan khusus
yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayandik gublaerahnya. Untuk
kabupaten seluas Sukabumi, kondisi ini tentu aka&nghambat tercapainya
tujuan otonomi daerah yang berkaitan dengan pripsipbangunan yang adil dan
merata. ..kewenangan-kewenangan secara khusus ya mungkigawuleera
reformasi perubahan saat sekarang ini sedang dpkmbahasan, jadi ada

kewenangan cuman yang sifatnya boleh dikata&afelas..(wawancara dengan
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bapak Burhanudin selaku Camat Sukaraja, Pemda lédupSukabumi, 16
Oktober 2008).

Adanya wacana untuk menata kembali kewenangan-kewam khusus
pemerintah kecamatan melalui pembentukan kecamatmagai miniatur
kabupaten tampaknya sedikit “kesiangan” mengingasanabatan bupati yang
hanya tersisa kurang lebih dua tahun. Namun sepasitif hal ini perlu
diapresiasi sebagai wacana alternatif dari kebijgdemekaran wilayah, meskipun
tampaknya kebijakan-kebijakan tersebut berjalanisiesendiri. Setidaknya, arah
penataan wilayah di kabupaten Sukabumi memperkimatiua bentuk yang bisa
saling melengkapi atau hanya menjadi sebuah kelnjakernatif. Pada akhirnya,
terimplementasikan atau tidaknya wacana penataameriengan di level
kecamatan tersebut kembali kepamtditical will kepala daerah (baikcumbent
maupun yang akan datang) untuk melihat prioritassataéd yang ada di
daerahnya.

yaa..itu sedang dibahas sekarang ini ada kemungkamahnya
akan kesana, soalnya kecamatan itu akan dijadikamator
kabupaten, nanti  juga diimbangi dengan  personil-
personilnya..seperti SKPD yang ada di Kecamatan inamanti
akan disesuaikan.. (wawancara dengan bapak Burimasethku
Camat Sukaraja, 16 Oktober 2008)

Kedua, Sumber Daya Manusia. Dari sisi sumber daya manusia
kewenangan kecamatan hanya sebatas pembinaan uapkeatimatan yang
menurut Camat Sukaraja Kabupaten Sukabumi hanpatéer padgpunishment
ringan. Untuk pemberhentian, kewenangan ada pagiatibmelalui BKD (Badan
Kepegawaian Daerah). Namun, berkaitan dengan wacpembentukan
kecamatan sebagai miniatur kabupaten, maka manajeeréa formasi sumber
daya manusia di level kecamatan akan ditata ulamesKipun dengan tenggat
waktu yang belum jelas). Positifnya, wacana ini de@#ong aparatur kecamatan
untuk mengembangkaskill and knowledgalengan melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sangat beralas@amena apabila wacana ini
terealisasikan maka sumber daya manusia yangfrédatah secaraskill and

knowledgeakan tereliminasi dengan sendirinya.
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Ketiga, Kondisi Keuangan. Kecamatan tidak memiliki Anggaran
Pembelanjaan seperti Kabupaten dan Desa, sehinggaaspkan keuangan
mereka sangat bergantung pada dana operasionddrkabupaten. Kondisi ini
membuat kondisi keuangan kecamatan menjadi saedstas. Hal ini terutama
terjadi pada daerah-daerah Selatan yang nyaris tieaniliki sumber pemasukan
lain selain dana operasional kabupaten. DengankiEmidari aspek kapasitas
keuangan pemerintah daerah, kesenjangan antara de&ar Selatan kembali
menemukan jawabannya.

kalo..kecamatan itu karena bukan seperti desaygpplga ya untuk
kecamatan itu kalaupun menggali potensi potensukuiseperti
IMB, PAD tapi itu mah kan disetorkan ke kabupatdapi
kontribusinya ada dari kabupaten dalam bentuk cpmTal
kecamatan jadi yang diberikan setiap 3 bulan sekati belum
maksimal karena itu tadi..mungkin kalo dikota-kbtsa ditunjang
dengan akte, tapi nun jauh disana di selatan.. &nasra dengan
bapak Burhanudin selaku Camat Sukaraja, 16 Ok®2b@s)

Dari pembahasan tiga elemen krusial pembentuk iefiels kinerja
pemerintah di atas dapat diketahui bahwa dalameksmiemekaran wilayah tidak
ada sedikitpun penguatan ataupun wacana penguafmsitas yang diarahkan
untuk menghadapi atau mensukseskan kebijakan peamekBerdasarkan hasil
wawancara dengan Camat Sukaraja Kabupaten Sukaparan yang diberikan
oleh kabupaten terhadap kecamatan hanya sebataosiaisasikan kebijakan
pemekaran di wilayah hukum masing-masing. Dengamildan, pemerintah
kabupaten Sukabumi terlihat kurang serius dalanako&bn kebijakan penataan

wilayah untuk mengatasi permasalahan rentang kietidailayahnya.

4.2.4 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Kemampuan Sumber Daya
Manusia Pemda
Dengan mengabaikan angka eksak dari jumlah pegalvapemda
kabupaten Sukabumi, dari tahun ke tahun selahkdiian rekrutmen pegawai
yang menyebabkan pertambahan jumlah personil ddpdaabupaten Sukabumi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kekurangan jumlahspail tidak akan menjadi

masalah serius bagi pemda kabupaten Sukabumi, &hyesudalam konteks
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menghadapi pemekaran wilayah. Hal ini dapat dimenigarena jumlah pegawai
yang masuk selalu lebih besar dibanding jumlahwaggang keluar (pensiun).

Dengan membandingkan kondisi pegawai pada tahuf @®443 orang)
dan kondisi pegawai tahun 2008 (14.830 orang), pemé kabupaten Sukabumi
mendapatkan penambahan jumlah PNS sebesar 1387 @izt “Rekapitulasi
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikam @alongan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi Keadaan Desember 2007”, Badged&svaian Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan RPJMD 2006-20K®ndisi ini
dibenarkan oleh Pejabat x BKD yang menyatakan bahwmalah personil
senantiasa mengalami penguatan secara periodik.

..Kita 2006 kalo ngga salah sekitar 13.000 sek&mn.y2006 itu ada
pengangkatan pegawai 573, terus kemarin sebelumnya
pengangkatan 1.444 lebih, sekarang 1.273 udah rrangskarang
2008 sebentar lagi ada rekrutmen lagi....yang peasi kan kurang
lebih 300 sampai 400 orang lebih. (wawancara dergabat x
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemda Kabupatenb8uoka

13 Mei 2008)

Namun, berbicara jumlah tentu tidak identik dendarmlitas ataupun
kualifikasi tertentu. Hal inilah tampaknya yang iihasienjadi satu masalah serius
di tubuh birokrasi pemda kabupaten Sukabumi. Kaordikurangan ini terutama
tampak pada sektor-sektor vital seperti pendididan kesehatan. Padahal dari
segi jumlah sektor-sektor ini memiliki alokasi juahlpegawai terbanyak (Dinas P
dan K 9723 orang, Dinas Kesehatan 749 orang) (BKihé?intah Kabupaten
Sukabumi). Namun tampaknya jumlah personil yang Bdlum memenuhi
kebutuhan masyarakat kabupaten Sukabumi atas pelayaendidikan dan
kesehatan secara kualitas. Hal ini menyebabkan (Rideks Pembangunan
Manusia) kabupaten Sukabumi menjadi sulit untuikgkatkan.

Ya...kita kekurangan, yang jelas itu dibidang pdikdin,

kesehatan, itu sangat-sangat kurang, hehehe..dieadiitu yang
sangat kurang, kita kurang guru, kurang tenagahle¢ae, bidan,
dokter, apalagi dokter-dokter spesialis itu sarsgeigat kurang
sekali.. (wawancara dengan Pejabat x Badan KepeaiaiZaerah
(BKD), 13 Mei 2008)
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Kondisi ini menunjukkan bahwa rekrutmen yang dikeku oleh pemda
belum efektif karena tidak mampu menutupi kesergangegawai pada satu unit
pelayanan tertentu (Dinas Kesehatan dan PendidikB@ngan demikian,
penguatan di jumlah personil tidak berdampak sikguif terhadap kapasitas
sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menikghkataraf kesejahteraan
masyarakat Sukabumi. Selain itu, penguatan jumlarsgmil hanya terlihat
sebagai sebuah program rutin dari pemerintah dael@ngan kata lain,
penguatan jumlah personil bukan merupakan respam aanya tuntutan
pemekaran. Padahal, jumlah personil itu sendiriaritas (sekitar hampir 90%)
berasal dari Sukabumi Utara (wawancara dengan &ejaBadan Kepegawaian
Daerah (BKD), 13 Mei 2008).

Dengan kondisi seperti ini, distribusi pegawai pagemekaran akan
terkonsentrasi di Utara, karena selain memiliki |pimkecamatan terbanyak (23
kecamatan) —sementara Palabuhanratu hanya 9 Kewan@an Jampang 15
Kecamatan— pegawai yang berasal dari Utara akdobeong-bondong meminta
untuk pindah ke Utara. Sebuah pilihan yang logieka secara ekonomi, wilayah
Utara merupakan wilayah paling sejahtera di Kakemp&ukabumi (Pemerintah
Kabupaten Sukabumi dan Lembaga Pengabdian kepadsyakkat (LPM)
UNPAD, 2006:27). Selain itu, jauhnya jarak tempamng berimplikasi terhadap
menurunnya produktivitas pegawai yang berasalwl#aiyah Utara akan menjadi
argumentasi yang kuat ketika sebaran pegawai aldipaKsakan” seperti
sekarang.

Sayangnya, pihak BKD tampaknya tidak terlakoncern dengan
permasalahan ini. Dengan argumentasi pengalamataefiah lain, responden
menyatakan bahwa masalah kepegawaian tidak pereafadn persoalan berarti
dalam menghadapi pemekaran wilayah. Hal inilah yargibuat responden BKD
menjadi yakin bahwa persoalan kepegawaian padanysaeatanti (terjadinya
pemekaran wilayah) akan menemukan solusinya sendiri

Tapi kelihatannya kesulitan-kesulitan itu sih bigeatasi, soalnya
pengalaman di daerah lain gitu.. ngga ada yanglteermasalah
masalah kepegawaian, biasanya menyangkut masajgaran, di
anggaran..oh ternyata tidak bisa memenuhi pelaygnaiik,

karena anggarannya setelah dimekarkan malah jadinipe
hehehe..Nah itu kesulitan... Kalo pegawai mungkisa ldiatur-
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atur.. (wawancara dengan Pejabat x Badan Kepegavizaarah
(BKD), 13 Mei 2008)

Kondisi ini setidaknya menunjukkan adanya tiga kegkinan masalah di
tubuh BKD: pertama,yaitu masalah paradigma, dalam hal ini ditunjukkan oleh
pernyataan pejabat x BKD yang tidak memandang jormpkrsonil sebagai suatu
masalah berarti dalam menghadapi pemekaran wilayatluya, kemampuan
institusi, pernyataan pejabat BKD tersebut setiglakmenyiratkan bahwa BKD
belum mempunyai strategi ataupun ramuan yang tegak mengatasi persoalan
kekurangan personietiga,masalah sumber daya, yang berkaitan dengan sumber
daya manusia itu sendiri maupun sarana prasarang gegenunjang kinerja
institusi. Situasi ini akhirnya mematikan kreatgt institusi BKD untuk
merancang suatu strategi yang terkait dengan pesgiah persoalan ini.
Bagaimanapun juga, situasi yang terlihat “tidak nfesalah” tersebut telah
menempatkan masyarakat Kabupaten Sukabumi sebaggamkat dengan IPM
yang sangat rendah (wawancara dengan Ketua KomBPRD Kabupaten
Sukabumi, Kasubbid Perencanaan BAPPEDA dan Anaditer§ BKD Pemda
Kabupaten Sukabumi, dan Aktivis dari Koalisi LSMoARerubahan). Oleh karena
itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupateral@uki untuk membiarkan
situasi ini menjadi berlarut-larut tanpa sebualisigtang jelas.

Namun, problemjumlah personil nampaknya bisa sedikit diatasibdpa
Pemda mempunyai komposisi personil dengan pengataldan skill yang
mencukupi. Aspelskill and knowledgétu sendiri secara kuantitatif dapat diukur
dengan melihat tingkat pendidikan para pegawai.g@enmayoritas pegawai
menyandang gelar Diploma dan Sarjana, seharusdgk thda permasalahan
berarti dari aspek ini.

Sayangnya, latar belakang kesarjanaan para pegaavada mayoritas
dipertanyakan. Hal ini terungkap melalui wawanaagan pejabat x dan Analis
Sistem BKD Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dari desponden tersebut
diketahui bahwa banyak gelar kesarjanaan persemnildd yang diperoleh secara
instan dan didukung dengan Indeks Prestasi yarak ts@suai dengan standar
penerimaan pegawai pada umumnya. Kondisi ini texk@an sangat membuka

kesenjangan antara aspek kuantitatif (gelar) pegdemgan aspek kualitatifnya

59 Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Ichwan Santosa, FISIP Ul, 2008



(tanggung jawab terhadap gelar yang bersangkutdam y@u pengetahuan dan
skill yang dimiliki). Selain itu, adanya ketidaksesan gelar yang dimiliki
personil dengan bidang yang digeluti akan menyedabksulitnya
mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang Mdaurut responden,
ketersediaan sumber daya manusia dalam proses itmednu pegawai
mengakibatkan BKD harus menurunkan kualifikasi keban pegawai.

Yah persentasenya seperti itu, akan tetapi secayaifilan
sekarang dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidika
yah...apalagi pendidikan-pendidikan kelas jauh,eheh sekarang
banyak kelihatan (wawancara dengan Pejabat x Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), 13 Mei 2008). Kalo adiatliulusan
diliat dari IP nya ada 2,2..,2,1.., sedangkan gumu di daerah itu
kebanyakan dari IP,gitu...kalo kita terapkan sekadji 12,75 lah

setengah mati 2,75 susah soalnya.. (wawancara rldageak Fikri
selaku analis sistem BKD, 13 Mei 2008)

Dalam kondisi seperti ini, distribusi pegawai yafmprkualitas” masih
terpusat di Utara dan Palabuhan Ratu. Untuk daszpbrti Jampang tampaknya
masih harus menunggu sentuhan tangan pembanguahmiHidak lain dipicu
oleh senjangnya pembangunan dan pertumbuhan ekaamuara wilayah Utara
dan Selatan Sukabumi (Jampang). Hal ini didukumdp ehinimnya kompensasi
yang diberikan pemerintah daerah kepada tenagdesialga ahli tersebut. Pada
akhirnya, sangat sulit untuk menempatkan tenagageerahli untuk bekerja di
daerah-daerah terpencil.

..kesehatan, di ini...jumlah juga kurang, terupesgé dokter
spesialis itu sangat kurang, kan di rumah sakit &iean berjalan
apabila minimal spesialiskan, spesialis penyakamaanak, apa..?
kan ada empat kalo ngga salah itu, belum dari deigesialis lain,
kita harus ada itu sangat-sangat kurang dan kuflzergninat
sekarang ke daerah terpencil, kenapa? Karena ka@agiedari
pemerintah daerah sangat kecil, sekarangkan bgrsdagémgan
otonomi daerah, ooohh....katanya Kutai Karta neghesani
membayar dokter spesialis perbulan dari pemeritiéanah 40 juta,
apakah kita sanggup kalo otonomi seperti itu? Meraja yang
mau ini aja berbakti kepada kita, terus sepertpérsaingan antara
pemerintah daerah. (wawancara dengan Pejabat x nBada
Kepegawaian Daerah (BKD), 13 Mei 2008)
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Dengan demikian, tidak ada cara lain bagi Pemdaal@uki untuk
meningkatkan kualitas pegawai selain melalui pergemgan sumber daya
manusia (SDM) yang intensif. Hingga saat ini, BKDelakukan tiga cara
pengembangan personiPertama dengan memberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikafekjang yang lebih tinggi
melalui beasiswa maupun biaya send{edua,dengan memberikan kesempatan
untuk mengikuti pendidikan-pendidikan keterampitarlalui beasiswa maupun
biaya sendiriKetiga,dengan mendatangkan tenaga ahli untuk melakukarnng
terhadap para pegawai di dalam wilayah kerja yasrgamgkutan. Upaya-upaya
ini dilakukan sebagai sebuah program rutin maumspon terhadap kebutuhan
aktual. Namun, melihat dari kondisi yang ada mewkkan bahwa program-
program ini belum memberikan hasil yang optimahaelap progresivitas skill
dan pengetahuan pegawai, terutama dalam konteksngsetan Kkinerja
pemerintah daerah secara keseluruhan.

Ada..pengembangan-pengembangan sumber daya maauesiga
misalnya melanjutkan pendidikan-pendidikan formaép&da
pendidikan yang lebih tinggi misalnya dari SMA k&, SS1 ke S2
kalo ke S3 belum, hehehe.. baru sampai S2 yangakahpaik ijin

belajar, kalo ijin belajar yang berdasarkan biagradéi atau kalo
jin belajar yang dibiayai pemerintah daerah sed@nampuan
keuangan daerah, kalo bisa pendidikan-pendidikaremgengan,

juga pendidikan-pendidikan diklat-diklat ini...eketerampilan,
misalnya teknik ~ malah kalo tidak terlalu banyakngkin kita

bisa mengambil insinyur, training saja disini. (veawara dengan
Pejabat x dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), £82008)

Oleh karena itu, untuk memperkuat kinerja pegaselgin pengembangan
SDM, mekanismeeward and punishmeriidak bisa diabaikan. Dengan melihat
teori kebutuhan Maslow, hal ini akan menemukan oraditasnya (Stephen
P.Robbins, 2003). Untuk aspek ini, responden (Rg¢jab BKD) sangat
mengeluhkan minimnya kompensasi yang diterima &®®&5. Secara implisit,
responden membenarkan kinerja birokrasi lokal y@igm maksimal.

Akan tetapi, responden berargumentasi secara mhbkiowa Kkinerja
birokrasi secara umum acapakali dinilai kurang Rarsecara relatif birokrasi
mendapatkan kompensasi yang lebih kecil dibandimgiekerjaan lain yang

kurang lebih sebanding. Lebih lanjut, secara meniga responden menyatakan
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bahwa motivasi masyarakat untuk memasuki PNS |elikarenakan sulitnya
mencari pekerjaan di sektor lain.

..jadi pegawai itu mungkin dibandingan negara Adaankurang,
tapi animo masyarakat terhadap pegawai negeri itingmapa?
karena mencari lapangan kerja lain juga sulit, .yjaki tetep
bahwa ini masyarakat ingin ke pegawai negeri. Saiqtingkat
kesejahteraan...saya kadang-kadang suka menyuakatanada
rapat-rapat di pemda dalam suatu kegiatan, kit@amanterlalu
inilah...kata saya! Berbicara semua orang, kingligplin pegawai
dan lain-lain. Tetapi masalah kesejahteraan pegtdedi ada yang
menyuarakan, bukan dalam artian bahwa dengan késejan,
pegawai-pegawai akan hidup jadi lebih baik, tidagal Tetapi
kalau kesejahteraan pegawai baik, otomatis supérimaisum

ditingkatkan jadi kalo kesejahteraan pegawai supermorang
yang lalai....tindak, sesuai tahapan, tidak bisaddi keluar, karena
masih banyak yang antri. Contoh saya liat perusdfud@an milik

negara mereka begitu disiplin, begitu ini...karemereka seperti
itu, kesejahteraan lebih baik mungkin dari peganegeri, jauh
jelas....! gaji presiden berapa dengan gaji gubdraok Indonesia?
kan Bumi dan langit! Gubernur bank indonesia kamyhamasalah
keuangan, presiden? Semua...! tapi tingkat kesezpdm seperti
itu...apalagi kebawah sampai bupati, kalu ga shigyati hanya 6
juta sekian, dirjen berapa? Katanya gajinya sepiut.kan

kecemburuan...apakah bupati itu pekerjaan yandk7jelRengan
tanggung jawab dan resikonya, kepala daerah kaesiBer

sekarang tetapi penghargaan terhadap kesejahtpegmwai itu
rendah.. (wawancara dengan Pejabat x dari Badaed&emian
Daerah (BKD), 13 Mei 2008)

Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan bahwsoglen patologi
birokrasi lokal di Pemerintah Kabupaten Sukabumda$u menjadi suatu
permasalahan yang kronis. Ada beberapa argumen Yas® diutarakan
sehubungan dengan pernyataan terseBPertama motivasi pragmatis akan
senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi dangabaikan kepentingan
masyarakat. Menjadikan birokrasi sebagai mata pem@n tentu tidak akan
membawa manusia pada titik kepuasan karena tergapauatu kebutuhan akan
selalu diikuti dengan kebutuhan lain (ini merupateori ekonomi dasar).

Kedua, Dengan menjadikan sektor pekerjaan lain sebagaibaeding
untuk mengukur tingkat kesejahteraan PNS mengisdiga bahwa mental
kompetitif PNS ada di level profit (penghasilanykhn kinerja. Padahal sudah
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menjadi rahasia umum bahwa budaya kerja di orgsiné@at secara general
jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi piertadan.

Ketiga, pernyataan implisit mengenai belum optimalnya kabirokrasi —
terutama dari sisi disiplin pegawai— menunjukkarhviea PNS belum layak
mendapatkan kompensasi yang setara dengan orggmisas Dengan menuntut
kompensasi yang lebih artinya paradigma birokraasim sangat kolonialis. Hal
ini dapat dimengerti karena sumber pendapatangartd@rokrasi adalah melalui
pajak, sedangkan Kabupaten Sukabumi itu sendiriirmasenjadi kabupaten
dengan predikat tertinggal.

Keempat,menurut Ketua Komisi | DPRD Kab. Sukabumi fasilitaagi
pemerintah itu sendiri sudah sangat banyak. Danyptan itu terbukti melalui
pengamatan peneliti selama berada di lingkungandpekabupaten Sukabumi.
Dengan demikian, pernyataan minimnya kesejahtetaskrasi lokal sebagai
argumen bagi kurang optimalnya kinerja institusnjadi sangat tidak beralasan.
“..kalo pemerintah saya pikir personal pemerintaldas bagus-bagus karena
mereka sudah pertama berbagai fasilitas untuk aparu sangat banyak..”
(wawancara dengan Bapak Abas Kobasyah selaku Kktmisi | DPRD
Kabupaten Sukabumi, 15 Mei 2008).

Namun, dalam perspektif administrasi patut diddahwa salah satu faktor
pembentuk inoptimalisasi kinerja di birokrasi lokalitu minimnya mekanisme
reward bagi PNS yang berprestasi, sehingga pada akhimlyeisebut mengikis
secara perlahan motivasi PNS untuk berbuat lelmhibstitusi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Fikri (BKD) Situasi ini jutidukung oleflpunishment
yang lemah terhadap pelanggaran-pelanggaran ifidesigseperti masuk kantor
melebihi jam masuk dan keluar kantor sebelum jalanm).

Secara formalpunishmentsudah diatur dengan mekanisme yang tidak
jauh berbeda dengan yang diterapkan pada organpast. Akan tetapi,
penerapan aturan yang masih terlalu berlandasakaa mpilai-nilai kemanusiaan
(perasaan) dibandingkan rasionalitas mengakibatkekanisme punishment
yang ada tidak berfungsi secara efektif.

lyah ada benernya, hehehe...kalo di inget-ingeya kayitu!
lyah...yang rajin-rajin seperti itu jadi hukumantidak
dilaksanakan secara efektif, yah murni laksanakanspmentnya
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secara efektif, saklek!..Sebetulnya tahapan petelesa hukuman
sama dengan swasta, apakah teguran lisan atawanegentulis,
Cuma pelaksanaan hukuman itu masih Dberpikir faktor
pertimbangan kemanusiaan. (wawancara dengan PejaBatlan
Kepegawaian Daerah (BKD), 13 Mei 2008)

Secara garis besar, perbandingan kemampuan sunayer manusia
pemda kabupaten Sukabumi sebelum dan sesudah atianiygéan pemekaran

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Garis Besar Perbandingan Kemampuan Sumber Dayadidanu
Pemda Kabupaten Sukabumi
sebelum (2005) dan sesudah munculnya tuntutan Eearek2008)

No | Variabel Kondisi sebelum | Kondisi sesudah Dasar Sumber data
Kemampuan munculnya munculnya tuntutan | perubahan
Sumber Daya tuntutan pemekaran
Manusia pemekaran
1 Jumlah personil 13.443 Orang 14.830 Orang Program Data kepegawaian
rutin dan BKD, RPJMD 206-
wajib 2010, dan hasil
wawancara dengan
BKD
2 Level skill - Mayoritas Diploma Kebijakan Data Kepegawaian
personil dan Sarjana umum BKD
3 Sistem Diklat jabatan, Diklat jabatan, - Hasil wawancara
pengembangan | beasiswa, beasiswa untuk dengan BKD
personil kesempatan pendidikan bergelar
untuk maupun non-gelar,
melanjutkan kesempatan untuk
pendidikan melanjutkan
pendidikan
4 Mekanisme Standar PNS Standar PNS (Belum | - Hasil wawancara
reward and (Belum optimal) | optimal) dengan BKD
punishment

Sumber: Data Kepegawaian BKD, RPJMD 2006-2010,d#da primer (seluruh data telah diolah
kembali oleh peneliti)

Dengan mencermati kondisi sumber daya manusia gdag nampaknya
akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atasakeuan sumber daya
manusia di birokrasi lokal ini karenpoint permasalahan utamanya adalah
paradigma konvensional, formalistik, dan seremodedi birokrasi itu sendiri.

Dengan adanya tuntutan pemekaran, tidak ada smdaikipenguatan kapasitas
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SDM yang diarahkan untuk menghadapi kemungkinajadiglya pemekaran
wilayah. Penguatan yang terjadi hanyalah berupsepiar rutin yang sudah baku
dilakukan dan tidak memberikan dampak yang sigaifikerhadap kinerja pemda

Secara umum.

425 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Kemampuan Keuangan

Pemda

Kemampuan keuangan pemda yang tercermin dari Pataaepsli Daerah
(PAD) tidak pernah bergeser secara signifikan. 8sackan ringkasan penjabaran
APBD 2008 Kabupaten Sukabumi, PAD Sukabumi hanyajuiméah
Rp.63.480.485.000,00 dari pendapatan daerahebesar
Rp.1.145.801.199.000,00 atau hanya sekitar 5,58epesaja dalam APBD.
Jumlah ini bahkan melemah jika dibandingkan dengandisi APBD 2005
dimana rasio PAD terhadap APBD yaitu 6,23 persettuklrincian perbandingan
PAD dalam APBD tahun 2005 dan 2008 dapat dilihagagabel berikut ini :

total

Tabel 4.5
Perbandingan PAD dalam APBD 2005 dan 2008

NO URAIAN 2005 2008
| PENDAPATAN 626.160.761.971,- 1.145.801.199.000,-
1 Pendapatan Asli Daerah 40.633.013.731,- 63.480.485.000,-

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Bagian Laba Usaha Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah
2 Dana Perimbangan

a. Bagi hasil Pajak dan bukan Pajak
b. Dana Alokasi umum

c. Dana Alokasi Khusus

d.

Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari

8.787.705.735,4
21.477.302.604,
2.260.319.208, 1
8.107.686.184 1

552.750.168.240,-
53.161.404.089,
446.400.000.000,

53.188.764.151,

10.779.761.000,
40.910.939.600,
4.250.635.000,1
7.539.149.400,4

982.200.801.000,-
58.301.348.000,

827.153.453.000,
96.746.000.000,

propinsi
3 Lain-lain Pendapatan yang sah 32.777.580.000,- 100.119.913.000,-
I BELANJA 642.195.171.000,- 1.203.955.469.000,-
DEFISIT 13.520.685.965,- 58.154.270.000,-

Sumber: “LKPTJ Bupati 2005”, BAPPEDA Kabupaten Sukai, dan “Ringkasan Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2008”, DPKAD Kabupaten Sukabumi
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Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan jurARBD tidak diikuti
dengan peningkan persentase PAD dalam APBD. Hamamunjukkan bahwa
jika dilihat dari persentase PAD dalam APBD kemaarplkeuangan Pemda
Kabupaten Sukabumi bahkan melemah, meskipun telddu signifikan (sekitar
0,71 persen). Kondisi tersebut dibenarkan olehomdpn asal DPKAD yang
menyatakan bahwa kondisi pemda secara general $Kapalnstitusi secara
keseluruhan) maupun spesifik (dari perspektif PABgk mengalami perubahan
berarti.

Kemampuan institusi masih seperti seperti ini.aiegdak ada
sama sekali. Bahkan mungkin kalo liat kemampuanakgan
daerah yang hanya ee..apa..berkisar enam samphigejsen aja
yang namanya PAD..Cuma bicara pemekaran dari sisafhKalo

dari sisi kondisi keuangan jelas..Kabupaten Sukafen aja
masih kenehtergantung ke..pusat.. (wawancara dengan Pejabat x
DPKAD Pemda Kabupaten Sukabumi, 06 Mei 2008)

Dengan rasio tersebut, kemampuan keuangan Kabup&tgabumi
tergolong rendah. Apalagi DAU (Dana Alokasi Umum)asim menempati
persentase terbesar dalam APBD vyaitu sekitar 80 seper atau
Rp.827.153.453.000,00. Artinypertama secara keuangan Kabupaten Sukabumi
masih sangat tergantung ke pusat dalam membiabaiean daerahny&eduag
belanja pegawai semakin membengkak jauh meleblanjzepembangunan.

.Jadi DAU itu sebetulnya yang utamanya harus dipakntuk

pegawai dulu, bayar gaji, bayar tunjangan, nani@kayaji naek

dari situ juga, kalau ada CPNS daari situ juga).giKalau ada
kebijakan pemerintah kenaikan tunjangan fungsigoal dari situ

juga, gitu..Memang bisa sih kalau ada sisa, ta@insia berapa sih
tau kan untuk pembangunan kan.. (wawancara denggid® x

DPKAD Pemda Kabupaten Sukabumi, 06 Mei 2008)

Pihak DPRD yang diwakili oleh komisi | pun menyaak bahwa
pemerintah kabupaten Sukabumi sedikit kewalahaandahengalokasikan dana
untuk kebutuhan pelayanan publik dan pembangunaeng&n kata lain,
kabupaten Sukabumi sangat membutuhkan sumber kamahgru. Dengan
kondisi ini, pemerintah daerah harus mulai menggatiéensi-potensi daerah yang
belum tersentuh. “....sekarang dengan APBD yang kaa ini agak-agak

kedodoran juga untuk di kabupaten Sukabumi suddtsimal melakukan karena
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recoveryiya terlalu banyak mungkin agak-agak lambat juga..ki’ (wawancara
dengan bapak Abas Kobasyah selaku Ketua Komisi RDPKabupaten
Sukabumi, 15 Mei 2008).

Kondisi keuangan yang seperti ini tentu menimbulkamda tanya akan
keberadaan potensi sumber daya alam Sukabumi yecayaskasat mata saja
terbilang melimpah ruah. Ada tiga pernyataan yangcul sebagai jawaban atas
pertanyaan ini. Dua diantaranya muncul dari daldKRD itu sendiri, sementara
satu jawaban lainnya muncul dari pihak LSM. Irogandari dalam DPKAD itu
muncul jawaban yang berbeda dalam mengklarifikdsganjilan” kondisi
keuangan tersebut.

Pernyataan pertama muncul dari Pejabat x DPKAD yaremyatakan
bahwa penggalian potensi PAD yang dilakukan olehdaesudah mencapai batas
maksimal. Adapun hal yang menyebabkan minimnya isorf@lAD kabupaten
Sukabumi adalah aturan keuangan daerah yang mdikgba level
kabupaten/kota hanya dapat menarik pajak dengankstil. Dengan kata lain,
pajak-pajak besar pada akhirnya masuk ke kas wiostan pusat. Secara tersirat,
responden ingin mengatakan bahwa tanpa adanyaghemitaturan main dalam
penarikan pajak daerah, maka kapasitas keuangamp&im Sukabumi yang
tercermin dalam PAD tidak akan dapat bergeser aesignifikan.

aturan pengelolaan keuangan daerah itu sangat nesnl@erah
untuk meningkatkan PAD. Kenapa saya bilang begtoBa liat
Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, cobdiad@ajak-
pajak yang besar ditarik oleh siapa? Provinsi.kPpgak yang
besar di tarik oleh pusat. PBB, PPNKB, PBBKB, iemsianya
provinsi..yang dia tidak punya daerah..trus tiapvirsi mah kan
daerahnya kabupaten kota, tapi pajak-pajakkecil model-model
restoraan..ya? pajak-pajak golongan C, pajak sdvanghg walet,
pajak penerangan jalan, ada tujuh jenis pajak Hageag dia
memang kewenangan kabupaten kota..dan kita sudksima di
situ.. (wawancara dengan Pejabat x DPKAD, 06 M@&i820

Sementara pernyataan yang berlawanan diungkapkeim méjabat xx
DPKAD. Menurut responden ini, lemahnya kemampuamakgan daerah
Sukabumi yang tercermin dalam PAD-nya lebih dis&babketidakmampuan
pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber ngama yang ada.

Ketidakmampuan pemda untuk menggali dapat beraténgi yang ada belum
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tergali secara optimal atau ada sumber-sumber gamalain yang sama sekali
belum tergali. Untuk mengetahuinya, diperlukan tigae lebih lanjut mengenai
potensi PAD Kabupaten Sukabumi. “....mungkin kangagensi-potensi yang ada
belum dimanfaatkan dengan optimal lalu kita belunsab menggali....”
(wawancara dengan Pejabat xx DPKAD, 22 Mei 2008).

Sementara itu, pihak LSM menyatakan bahwa PAD 2008 tersebut
masih jauh dari angka maksimal. Bahkan secara gamrangan aktivis LSM
tersebut menyatakan kebocoran ditubuh pemerint@madadan DPRD dalam
penggunaan anggaran. Implikasinya, potensi PAD iaten Sukabumi menguap
hingga 190 milyar. Untuk meyakinkan, aktivis yangrdangkutan meminta
verifikasi akademis untuk membuktikan pernyataasefeut. Menurut responden
yang bersangkutan lemahnya kemampuan birogeditinterestdan tidak adanya
keinginan politik untuk mensejahterakan rakyat radikjan kondisi PAD yang
tidak mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Liat aja mobil bupati dan wakil bupati kan aduhdfbbil-mobil
anggota DPRD kan pribadi semua, aduhay! Kenapasaitgat
sulit? ya antara 60-90 dan kalo ini ga bocor it0 #%lyar, karena
kebodohan birokrat yang tidak ada punya satu keamgiuntuk
mewujudkan daerah, silahkan survei lah...dari usites mana?
Bagaimana sebetulnya PAD Sukabumi sapai 250 mikarena
kemampuan birokrat yang sangat terbatas dan kegantya ada
dan ga punya ke politikel wil serta semangat yamgrakyat mana
bisa di tingkatkan. Itu peningkatan yang dari 40njaéi 60 itu
karena LSM, kita yang memacu pajak air dari CicutgM yang
memacu peningkatan PAD tapi LSM kere semuanya kalSumi,
ya begitulah!.. (wawancara dengan bapak lwan Daanaselaku
koordinator Koalisi LSM Pro-Perubahan, 17 Mei 2008)

Dari berbagai pernyataan di atas, nampaknya potBokabumi yang
belum tergali secara optimal menjadi argumentasigypaling logis dalam
menjawab rendahnya kemampuan keuangan daerah kabugizkabumi. Sejalan
dengan itu, maka pernyataan aktivis LSM dapat meshgrzg nilai kebenaran. Hal
ini dapat dimengerti karena dengan keberadaan mesatrintahan di daerah
pariwisata Palabuanratu setidaknya sektor parieisd@apat menjadi sektor
andalan bila dikelola secara tepat dan benar.

..kemudian kebocoran-kebocoran uang negara di peketwmpa
saya bilang kebocoran uang negara? Ya silahkanat&BK,
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BPKP, ya kan? Itu 35% di korupsi, bocor, lya sayatakan itu!
Karena orang akademis jadi saya berani, kebocaehodoran
uang negara span of control karena luasnya darsiméa ibukota
mengenai mode menampilkan perilaku birokrat yardpdxa dari
tingkat desa, kecamatan dan pemda kemudian DPRD tydak
bisa dikatakan aspiratif, DPRD punya kepentingdhagli, punya
ambisi pribadi dan semuanya pribadi... Ya membamipiipejabat
bisa! Rumahnya 35, kawin diluar kantor bisa, moflnidak dua
3-4, gila ga tuh? Oleh karenanya tidak pro rakkalp kebocoran
uang negara begitu tinggi bagaimana berdaya untrkbangun..
(wawancara dengan bapak lwan Darmawan selaku ko
Koalisi LSM Pro-Perubahan, 17 Mei 2008)

Dengan kondisi saat ini, tidak ada jawaban yangngaiepat sebagai
alasan terhadap belum tergalinya potensi sumbex gayg ada selain kurangnya
kemampuan pemda untuk mengelola sektor-sektor giateatau munculnya
kepentingan pragmatis untuk mengeruk keuntungamasedfengan kondisi
keuangan seperti ini, sangat masuk akal apabilaskessponden dari DPKAD ini
menyatakan keberatannya akan rencana pemekarapatabuSukabumi. Akan
tetapi, sangat masuk akal pula apabila pada sagtsema LSM justru menuntut
terjadinya pemekaran wilayah.

..bahkan kita pernah nantang ga usah dibiayaibksa mampu ko,
membiayai diri sendiri dengan berbagai propinsigyada kan
seperti itu, kenapa tidak? Lahan-lahan kita cukwolyktif, banyak
yang perlu digali disini, Jampang juga demikianblagai potensi
disana, ya kan? Kita ga perlu, ga usah mikirn, kitherapa kali
ngomong ga usah mikirin anggaran dan sebagainysertsetu.

(wawancara dengan bapak Sony Armet dari koalisi LM

perubahan, 12 Mei 2008)

Berdasarkan pernyataan di atas, ada alasan subyakg bisa ditangkap
dari penolakan pemerintah daerah dan keinginan aag) untuk memekarkan
wilayah yaitu adanya kepentingan kelompgelf-interest) Dengan potensi
ekonomi yang besar di Utara, pemerintah kabupatdat®imi akan kehilangan
sumber keuangan yang signifikan dalam mendongkradgaran pemda. Hal
tersebut tampaknya menjadi fokus perhatian pemdpatanempertimbangkan
rasa keadilan bagi masyarakat Utara. Sementaradeaigsan yang sama, pihak
LSM yang mewakili masyarakat utara merasa mempidensi ekonomi yang

besar. Oleh karena itu, responden cenderung inginikmati “sendiri” potensi
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tersebut tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonaeviall Palabuanratu
yang notabene masih terbilang lemah.

Bagaimanapun palu sudah terlanjur diketuk, kebijgi@mekaran wilayah
sudah masuk ke dalam RPJMD dan sedang berada gedass. Oleh karena itu,
alangkah bijaknya apabila pemerintah daerah mekgragiri untuk menghadapi
pemekaran wilayah. Sayangnya, hingga saat ini beddim upaya penguatan
kapasitas institusi yang dilakukan oleh pemerimtabupaten Sukabumi di sektor
Keuangan. Upaya yang dilakukan hanyalah menyisihkaiggaran untuk
kebutuhan pemekaran.

...yang saya ketahui kita tuh dianggarkan udah daiaun
kebelakang tapi angkanya saya kurang tahu, tapiidnggarkan
untuk proses pemekaran angkanya saya kurang tahpdse Tapi
ada...terus bahasanya kalo dalam APBD itu disimmzat biaya
kesitu, tapi tetap kita mengantisipasi dan anggarisisinkan..
(wawancara dengan Pejabat xx DPKAD,| 22 Mei 2008)

Sementara itu, dari aspek pengelolaan anggarardasmkan hasil
wawancara dengan Pejabat xx (DPKAD), DPKAD hanyapdman sebagai
bendahara yang mengatur arus keluar masuknya w@wangetiap alokasi sektoral.
Secara umum, tidak ada yang berubah dari mekanigerencanaan dan
penggunaan anggaran. Berangkat dari renstra kabu@tkabumi, Pemerintah
melakukan pembahasan dengan dewan untuk menentekgalokasiannya bagi
setiap SKPD. Sementara wewenang perencanaan keubagatiap SKPD tetap
berada di tangan BAPPEDA dengan pengawasan perggamggaran berada di
tangan Inspektorat (dulu BAWASDA).

Perubahan pengelolaan keuangan yang berarti tegada perubahan
sistem akuntansi pemda . Reformasi aturan pengeldtauangan di level pusat
menyebabkan perubahan pendekatan akuntanssidgle entrymenujudouble
entry. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap pada tal007-2008
(“Reformasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerdttikel edisi 9 Januari,
2008). “...itu merubah secara total pengelolaanakgan. Jadi kalau dulu
sistemnyasingle entrykalau sekaranglouble entrygitu.. (wawancara dengan
Pejabat x dari DPKAD, 06 Mei 2008)
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Reformasi ini secara substantif mengandung pemgerpengelolaan
sumber-sumber daya daerah secara ekonomis, efdakiif, dan transparan, dan
akuntabel dalam rangka mensukseskan penyelenggataaomi daerah. Namun
demikian, upaya penguatan kapasitas ini merupakarjakan yang bersifat
nasional. Dengan kata lain, penguatan ini tidakditan dengan adanya tuntutan
pemekaran karena inisiatif untuk perubahan itu iselberasal dari pusat.

Di sisi pengawasan keuangan, audit internal kearampgmda dilakukan
oleh Inspektorat selaku satu-satunya institusi peag di tubuh pemda. Audit
dilakukan terhadap seluruh SKPD yang ada dalamyallehukum pemerintah
kabupaten Sukabumi. Hasil dari audit dilaporkan akip Bupati melalui
Sekretaris Daerah (Setda), sementara wewenang omémindaklanjuti temuan
audit berada di tangan Bupati. Dengan kata laimlitanternal memiliki dua
kelemahan fundamental yaitu tidak mampu menyentesalahan dari kepala
daerah dan kesalahan yang “berhubungan dengarakageiah itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nandamgndaektorat
pemda kabupaten Sukabumi, ditemukan berbagai kedlno@nggaran di dalam
tubuh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sayangnyammya tindakan kepala
daerah untuk menindaklanjuti temuan pihak Inspelktorengakibatkan minimnya
dampak fungsi pengawasan terhadap peningkatanitegpksuangan pemerintah
kabupaten Sukabumi (lihat pembahasan fungsi persgawgada sub bab
kemampuan manajemen pemda).

..kita berapa ratus juta, kalau memang mau tahksila tulis, ya,
kita mungkin lebih satu milyar yah, sekarang ajal@b orang,
seratus 136 orang karyawan yang harus mengembalikzg
PEMDA kepada negara, kepada....600 jutaan, apatalk efisien?
(wawancara dengan bapak Nandang selaku Inspekmbdteu
Bidang Aparatur Inspektorat Pemda Kabupaten Suka®imMei
2008)

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa mekanisme eutelinal pemda
tidak berjalan secara efektif. Tidak berjalannyangasvasan struktural secara
optimal, minimnya responsibility di kalangan birokrat, dan lemahnya
kepemimpinan kepala daerah merupakan faktor pemduganyebab tumbuhnya
deviasi di dalam tubuh pemerintah daerah. Padarakhisegala bentuk kegiatan

yang ada di tubuh pemda Sukabumi rentan terhadaaf@gunaan anggaran.
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Secara garis besar, kapasitas keuangan pemda reelgeln sesudah

adanya tuntutan pemekaran dapat dilihat pada bedoigdut ini :

Tabel 4.6

Garis Besar Perbandingan Kemampuan Keuangan Peaig&ten Sukabumi
sebelum (2005) dan sesudah munculnya tuntutan Eearek2008)

No | Variabel Kondisi sebelum | Kondisi sesudah | Dasar Sumber data
Kemampuan munculnya munculnya perubahan
K euangan tuntutan tuntutan
Pemda pemekaran pemekar an
1 Perbandingan | Sekitar 6,23 Sekitar 5,52 - LKPTJ Bupati 2005
PAD dalam persen persen dan ringkasan
APBD penjabaran APBD
2008 Kabupaten
Sukabumi
2 Pengelolaan Single Entry Double entry Perubahan Hasil wawancara
keuangan aturan dengan DPKAD dan
daerah pengelolaan “Reformasi Peraturan
keuangan Pengelolaan Keuanga|
daerah Daerah”, Artikel edisi
9 Januari, 2008, www.
3 Proses audit Dilakukan oleh Dilakukan oleh - Hasil wawancara
keuangan Bawasda, Inspektorat, dengan Inspektorat
dilaporkan dilaporkan kepada
kepada Bupati Bupati melalui
melalui Sekretarig Sekretaris Daerah
Daerah

Sumber: LKPTJ Bupati 2005, Ringkasan PenjabaranARB0O8 Kabupaten Sukabur@;data
dan data primer (seluruh data telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketadaski secara relatif
PAD Kabupaten Sukabumi menguat, namun secara alpsykentase PAD dalam
APBD justru melemah. Penguatan kapasitas keuangemigp hanya terjadi pada
pengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, pengeatabut berasal dari inisiatif
pemerintah pusat. Dengan kata lain, tuntutan peraek@ama sekali tidak

berpengaruh terhadap kapasitas keuangan pemdagtabBukabumi.

4.3 Dampak Tuntutan Pemekaran terhadap Kapasitas Eksternal Pemda
Secara institusi, hubungan eksternal dengan mdstadikelola oleh

SKPD Humas (Hubungan Masyarakat). Pada dasarnyaasiumerupakan

mediator yang menghubungkan SKPD di dalam peméridéerah dengan dunia

luar, khususnya masyarakat. Dengan demikian, Humeasiliki peran dalam hal
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transparansi terhadap publik melalui fungsi komasikyang dijalankannya.
Melalui Humas diharapkan masyarakat akan menerinfi@armasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjddiydaselaku warga
negara. Dalam konteks menghadapi pemekaran, Huogss memiliki peran
untuk mensosialisasikan kebijakan pemekaran keatetgngah masyarakat.

Kita secara umum mekanismenya seperti yang padamaya
dilakukan oleh humas, humas itu kan internal, reste itu
yah...internal antara lain dari... SKPD sampai ke
pemerintah...SKPDlah khususnya barangkali intersabab kalo
pemerintah daerah...pemerintah daerahkan sudahvii&yahnya
lagi walaupun mungkin external publiknya, yang nayaa
em...masyarakat, yang namanya dunia usaha, yanganyam
lembaga swadaya masyarakat itukan semuakan komponen
komponen masyarakat, stakeholder secara keseluryang
merupakan publik external dari humas dalam konsmsalisasi
pemekaran daerah... (hasil wawancara dengan bagafi gelaku
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Sukab#niei
2008)

Keberadaan Humas di Sekretariat Daerah (Setda)paleam bagian dari
penataan kelembagaan. Sebelumnya (2001-2007) Hberasla di luar Setda
dengan nama Badan Komunikasi, Produksi, dan Pemgnolu Karena
keberadaannya yang terbilang baru inilah, keberatthanas belum bisa dinilai
efektivitasnya dalam menjembatani hubungan pemdagale masyarakat
kabupaten Sukabumi.

Akan tetapi, melihat fungsi yang dijalankan oletinirhs secara normatif
cukup menjanjikan adanya peningkatan pelayananrmm@si dan komunikasi
terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancangadeKabag Humas,
berbagai pelayanan yang diberikan Humas diantargaiya pelayanan elektronik
melalui internet, sms pengaduan, kotak saran d&k, lgerta informasi pelayanan
publik di setiap unit pelayanan pemerintah kabup&ekabumi.

Untuk mengetahuifeedback dari hubungan eksternal pemda peneliti
mengambil responden dari institusi di luar pemdéuyBPRD dan LSM. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan ekstepaherintah kabupaten
Sukabumi cenderung harmonis di satu sisi namun njekkan ketidak
harmonisan yang luar biasa di sisi lain. Sisi hanisalari hubungan eksternal
pemerintah tampak dalam hubungannya dengan DPRDpk&édn Sukabumi.
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Secara eksplisit, ketua komisi | selaku pihak yaating banyak berhubungan
dengan Pemerintah menyatakan baiknya hubungan kkasinyang terjalin
antara pemerintah dan DPRD dalam memperjuangkaenkiegan publik. “Kalo
Sukabumi alhamdulillah baik, harmonis, kita terasnkinikasi, ya kita terus jalin
hubungan yang lebih baik soalnya bagaimanapun sektepantingan publik”
(wawancara dengan bapak Abas Kobasyah selaku Kktamisi | DPRD
Kabupaten Sukabumi, 15 Mei 2008).

Akan tetapi, belum terciptanya kesepakatan secdicamal antara ketua
komisi | dan pemda kabupaten Sukabumi atas proyehaungkinan pemekaran
yang diskenariokan oleh pemda menjadi 3 kabupatemumjukkan bahwa
kesepakatan formal ternyata belum menciptakan legpuali tubuh komisi |
DPRD. Dalam konteks ini, lemahnya implementasi jeddin penguatan calon
daerah otonom baru menjadi pertimbangan ketua kdrbBPRD untuk menolak
pemekaran menjadi tiga kabupaten.

Hal ini secara implisit menyiratkan tiga hal, yaiketidakmampuan
pemerintah daerah dalam meyakinkan skenario terpaikekaran kabupaten
Sukabumi, ketidakmampuan komisi | DPRD untuk besbd®ti dan menerima
keputusan itu secara bulat, atau adanya keingimauk umemunculkan konflik
dari pihak oposisi. Pada akhirnya, lahirnya PP 0@72hal ini dapat kembali
menghambat proses pemekaran kabupaten Sukabumi.

Karena saya termasuk kemarin ketua kajian pemekaianhanya
hal ini harus dikaji juga mengenai Sukabumi di bag itu, karena
yang terutama untuk kabupaten Sukabumi selatan [s&irabagi

saya itu belum begitu apa? Sempurnalah...banyak/dra akan
sangat pada akhirnya bukan pelayanan yang diddpgtan
kesejahteraan yang didapat malah hal-hal yang tiiiaiginkan.

Yah kalo saya dalam pemahaman pribadi saya munghin baik
dibagi dua saja kabupaten ini, mau konteks utdedageatau timur
barat, karena untuk Sukabumi selatan yang keputusaman
kemarin dibagi tiga Sukabumi selatan lebih paradreka hal ini,
infrastruktur, embrio perkantoran belum ada satu”pyhasil

wawancara dengan bapak Abas Kobasyah selaku KetoasKI

DPRD Kabupaten Sukabumi, 15 Mei 2008).
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Dalam kondisi seperti ini, hubungan harmonis antg@merintah
kabupaten Sukabumi dengan DPRD-nya berpotensi umtekjadi terganggu.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perbedai akan menghambat
kerjasama yang terjalin diantara kedua unsur petmagian daerah ini. Oleh
karena itu, pemerintah sebaiknya lebih memperkesampuan diplomasinya
terhadap dewan sekaligus melakukan percepatannmepkasi rencana penguatan
kapasitas di daerah-daerah calon otonomi baru. &emgelakukan penguatan
kapasitas di daerah-daerah calon pemekaran makandekan kehilangan
argumentasi untuk meminta peninjauan kembali ataenatk skenario
pemekaran yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, sisi ketidakharmonisan hubunganegiat pemerintah
kabupaten Sukabumi tergali setelah peneliti melakuwawancara dengan dua
aktivis LSM yang berasam dari Koalisi LSM Pro Pero@n, yaitu bapak Sony
Armet dan bapak Iwan Darmawan selaku Koordinatal idi tersurat secara
gamblang dari berbagai pernyataan-pernyataan rdepoyang sedikitpun tidak
pernah menyatakan atau mengemukakan sisi positif gemda kabupaten
Sukabumi. Pertama dari sisi dampak tuntutan terhadap kapasitasitusst
pemerintah kabupaten Sukabumi. Responden menyatdedmva ditengah
buruknya kinerja pemerintah daerah, kapasitastusstipemerintah kabupaten
Sukabumi tidak mengalami perubahan dengan adanyaan pemekaran.

Ya kinerjanya adalah daerah terpuruk artinya kememgbirokrat
dalam melaksanakan sistem dan mekanisme kepenfenmézlam
suatu daerah otonom saya nilai 3,5 lah ga samgdah4 (hasil
wawancara dengan Bapak Iwan Darmawan selaku kadadin
Koalisi LSM Pro-Perubahan pada tanggal 17 Mei 20081l 17.42
WIB). Ngga ada! Soalnya kita bilang ngga ada tuch laren
memang kenyataannya seperti itu, kan gitu. Kal lkitara ini atas
dasar melihat, merasakan, kan gitu. Kita melihat oerasakan,
secara pribadi saya maupun temen-temen atau miayéaras, kan
seperti itu. Nah itu saja, makanya saya bilang agalasalahlah
masuk ke dalam wilayah sendiri untuk mengkaji daelimt
bagaimana sih kondisi kabupaten Sukabumi, kan rgatu seperti
itu lah. Saya liat persi yah silahkan-silahkan ssgd-sah saja
mereka bicara begitu ya wajar, ya kita juga bidaggini, bukan
asal-asal bunyi dan itu di petanggung jawabkan awakhirat..
(wawancara dengan bapak Sony Armet dari koalisi LB
perubahan, 12 Mei 2008)
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Kedua dari responsivitas pemda terhadap permasalalkahyang sangat
lamban di mata responden. Tanggapan-tanggapan dé#reyikan terhadap
permasalahan-permasalahan yang ada hanya terjlolizapuatu masalah sudah
menjadiboomingatau diekspos di level nasional. Dengan ini, redpaningin
menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Sukabunki pielaah peduli dengan
permasalahan masyarakat. “Itu terjadi kalo suatsatah ini nasionabooming
kalo ada mentri baru turun, kalo baru letupan-latugang ngga dexposemah
engga, gitu!” (wawancara dengan bapak Sony Armet kidalisi LSM pro
perubahan, 12 Mei 2008).

Ketiga, dari ketertutupan pemda terhadap tawaran kerjayamgdigagas
oleh LSM. Dari berbagai tawaran bentuk kerjasamagyeoba diajukan oleh
pihak LSM, menurut responden tidak ada tanggapama S&kali dari pihak pemda
untuk menindaklanjuti tawaran tersebut. Artinyalak ada i'tikad, niat, atau
kesediaan dari pemda kabupaten Sukabumi untuk ratamggkerjasama dengan
pihak LSM. Dengan kondisi ini, LSM memandang persdhagai institusi yang
arogan. Selain itu, secara implisit hal ini memikai sifat eksklusivitas pemda
terhadap unsur masyarakat. Hal ini lambat laun akamancing publik untuk
berfikir bahwa ada deviasi di tubuh pemda (yang yebabkan pemda menjadi
alergi dengan “sapaan” pihak luar).

Disini...kayanya kalo untuk Kabupaten Sukabumi santabu
sekali. Yang namanya pemda mau bekerjasama dergain kalo
kami kan welcome artinya kita minimal mengibarkamndbera itu
untuk kepentingan masyarakat bukan untuk pribadiyngnya apa
sih? (wawancara dengan bapak Sony Armet dari kdz8i8 pro
perubahan, 12 Mei 2008)Kalo bicara masalah penyakit-
penyakit...ini memang penyakit tradisi yang susaftuki di
sembuhkan, karena apa? Untuk membuktikan apakgiancaya
benar atau tidak silahkan anda sendiri yang coliakumembuat
suatu gerakan, kan gitu, yang satu exsistensi g#atnya sosial
dan tawarkan ke mereka, untuk membuktikan. Jada gadgan
dulu percaya omongan saya sebelum di buktikan, lszga
ngomong begini karena beberapa kali saya membuktika
itu...Untuk bertemu dengan dia aja kita harus megpwl dulu
berjam-jam, iya ga? Ka anulah-ke anulah alasanniédgi kita di
cuekin sama dia, ayo bayangkan! Pelayanan masyatakatinya
dimana? (wawancara dengan bapak Iwan Darmawan uselak
koordinator Koalisi LSM Pro-Perubahan, 17 Mei 2008)

76 Universitas Indonesia
Analisis dampak..., Ichwan Santosa, FISIP Ul, 2008



Situasi ini tentu saja menciptakan ketidaksehatdand penyelenggaraan
pemerintahan karena dalam konteks kehidupan beidasiokeberadaan NGO
seperti LSM ini sangat dibutuhkan untuk mewakilpiessi masyarakat. Apalagi
di tengah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yandatemlimana masyarakat
bahkan “tidak pernah” berfikir hal lain selain meragi kebutuhan dasarnya.

Setidaknya ada empat hal yang bisa diidentifikdsh geneliti sebagai
penyebab disharmoni antara pemerintah kabupatemb8ok dan LSM-nya,
diantaranyaPertama kesenjangan ekonomi yang cukup lebar antarapsgadat
maupun pegawai pemda dengan aktivis LSM. Di terlgatahnya kemampuan
keuangan daerah, para pejabat maupun pegawai p@aigernah kekurangan
fasilitas yang tergolong mewah seperti mobil daiamdinas. Dengan persentase
belanja pegawai yang jauh lebih besar dari belae@mbangunan menyiratkan
bahwa hak yang diterima oleh para pegawai pemdagebn Sukabumi melebihi
hasil yang sudah dicapainya. Hal inilah yang pa#&airaya menimbulkan
kebencian di kalangan aktivis LSM yang rata-rateatbe dalam taraf ekonomi
rendah.

Kedua,Selalu terhambatnya upaya pemekaran wilayah yagapes sejak
tahun 1970-an tersebut. Sementara di daerah lamgkaran demi pemekaran
terus berlangsung dengan mudahnya. Hal ini memkes@&buah persepsi di
kalangan aktivitis LSM bahwa Pemerintah Daerah Kalten Sukabumi tidak
memiliki keinginan politik untuk menyikapi tuntutarpemekaran secara
profesional dan proporsional. Padahal, dalam pkt$peara aktivis LSM luas
geografis kabupaten Sukabumi saja sudah menyateddamtuhan yang sangat
mendesak untuk dilakukannya pemekaran wilayah.r8ecaum, hal itu terbukti
dengan minimnya upaya penguatan kapasitas instyasg diarahkan untuk
menghadapi kebijakan pemekaran wilayah.

..Keinginan yang logis yang objektif dari semuatitosi yah ok
pemekaran karena bentangan daerah kita terlammeu ddtinya
terluas Sejawa Bali tuh kabupaten Sukabumi dan is&m
tertinggal karena daya beli kita, IPM kita begiendah, kenapa?
Memangspan of contralya ga ada, kita sulit, rentang kendali kita
dalam pemda sangat terbatas, oleh karenanya iotuedn solusi,
solusinya memang harus pemekaran. (wawancara deveaak
Iwan Darmawan selaku koordinator Koalisi LSM Prat®&han,
17 Mei 2008)
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Ketiga ideologi koordinator aktivis LSM yang cenderungriiblat pada
orde baru menyebabkan kebencian responden terhayghis seluruh sistem
pemerintahan yang dibangun di masa otonomi daenatSebagai bagian dari
sistem pemerintahan yang ada, sudah sewajarnya ripgahe kabupaten
Sukabumi mendapat stigma buruk dari para aktiviMLSJustru kemajuannya
pada jaman orde baru, Sukabumi ada..78 kabupateab&umi menerima gelar
Prasamya Purna Karya Nugraha oleh pak Harto, bartdetinggi pembangunan
pada tahun 78....” (wawancara dengan bapak lwam®&aan selaku koordinator
Koalisi LSM Pro-Perubahan, 17 Mei 2008)

Keempat, predikat kemiskinan yang tidak juga beranjak pedgiri
kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pergantiank@mgoinan maupun
regenerasi aparat birokrasi di lingkungan pemdaupaten Sukabumi tidak
memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraakyat. Hal ini tentu saja
membuat para aktivis LSM mempertanyakan kinerja grarmtah kabupaten
Sukabumi dalam menjalankan pemerintahannya.

Akhirnya, alasan-alasan ini terakumulasi dan merutemara aktivis
LSM menjadi kritikus frontal yang senantiasa meacetkurangan-kekurangan
pemda kabupaten Sukabumi. Hal inilah yang menyetrabkemda menjadi
“gerah” dan cenderung menghindari hubungan kerjasdengan pihak LSM
terkait. Kondisi ini kemudian menjadikan hubungampla dan LSM bagaikan
minyak dan air.

Secara garis besar, perbandingan Kapasitas elspanmala sebelum dan

sesudah adanya tuntutan pemekaran dapat dilirehdabel berikut ini:
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Tabel 4.7
Garis Besar Perbandingan Kapasitas eksternal PEatalgaten Sukabumi
sebelum (2005) dan sesudah munculnya tuntutan Eearek2008)

No | Variabel Kondisi sebelum | Kondisi sesudah Dasar Sumber data
Kemampuan munculnya munculnya perubahan
eksternal Pemda | tuntutan tuntutan
pemekaran pemekar an
1 Kemampuan untuk| -Dilakukan oleh -Dilakukan oleh Kebijakan Hasil wawancara
berhubungan Badan HUMAS Umum dengan pihak
dengan jaringan Komunikasi, -Terjadi penataan HUMAS
masyarakat Produksi, dan fungsi dan
Penyuluhan perbaikan sarana
-Kurang efektif prasarana
komunikasi
2 Kemampuan untuk| Harmonis Harmonis, tetapi | Adanya Hasil wawancara
berhubungan berpotensi untuk | perbedaan dengan Ketua
dengan DPRD terganggu persepsi atas| Komisi | DPRD
pembagian
wilayah
pemekaran
3 Kemampuan untuk| Tidak harmonis Tidak harmonis - Hasil wawancara
berhubungan dengan pihak LSM
dengan LSM
(NGO)

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peiaguatan
kelembagaan internal di tubuh Pemda dalam upayangietan komunikasi
dengan jaringan masyarakat melalui keberadaan HUNHeSni juga diarahkan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dalamantbk penyediaan
informasi. Namun, penguatan tersebut ternyata titlakait dengan adanya
tuntutan pemekaran wilayah.

Di sisi lain, hubungan Pemda dengan DPRD instipesnda relatif tetap
meskipun memiliki potensi untuk menjadi tidak hamso Ironisnya, potensi
ketidakharmonisan tersebut berakar dari munculnyatutan pemekaran.
Sementara itu, hubungan Pemda dengan pihak LSM sekadi tidak mengalami
perbaikan. Dengan demikian, secara eksternal kemmampPemda untuk
bekerjasama dengan istitusi lain cenderung lemah tidak mengalami

penguatan.
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